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ABSTRAK 

Disertasi ini mengkaji tentang krisis agensi politik teungku dayah di Aceh. 
Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam studi ini adalah mengapa krisis agensi politik 
teungku dayah di Aceh yang telah dimulai sejak akhir era Orde Baru dalam struktur politik 
yang bersifat sekuler dan tertutup tidak mengalami perubahan di era pasca Orde Baru yang 
struktur politiknya telah berubah menjadi terbuka dan serba Islam setelah dilegalisasikannya 
penerapan syari'at Islam di Aceh. Padahal teungku dayah adalah pemimpin Islam di Aceh 
dan masyarakat Acehpun merupakan pemeluk agama Islam yang fanatik. 

Perspektif teoritik yang digunakan dalam studi ini adalah strukturasi. Perspektif ini 
menempatkan hubungan kekuasaan agen dengan struktur bersifat dualitas, yaitu setara, saling 
mempengaruhi, mengekang (constraining) dan sekaligus memungkinkan lahirnya tindakan dari agen (enabling). Metode pengumpulan data dilakukan secara etnografis yaitu melalui 
observasi terlibat dan wawancara mendalam (indepth interview) dan juga studi dokumen. 

Temuan disertasi ini menunjukkan bahwa di Aceh hubungan kekuasaan teungku 
dayah sebagai agen dengan negara sebagai struktur bersifat dinamis. Di satu waktu dualitas, 
namun di waktu yang lain bersifat dualisme yaitu tidak setara (atas-bawah) dan hanya berupa 
kekangan (constraint) terhadap agen. Ketika hubungan kekuasaan dengan negara bersifat 
dualitas, teungku dayah mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab moralnya sebagai 
agen sosial di Aceh yaitu mempengaruhi kebijakan negara agar bersesuaian dengan nilai-nilai 
Islam dan aspirasi masyarakat. Kenyataan ini menempatkan teungku dayah menjadi figur 
yang sangat berwibawa dan agensi politiknya terhadap masyarakatpun sangat menentukan 
seperti yang ditunjukkan di era Kerajaan Aceh Darussalam dan Orde Lama. Namun 
sebaliknya, ketika teungku dayah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai agen 
maka hubungan kekuasaan keduanya berubah menjadi dualisme. Hal ini menyebabkan 
kewibawaan dan agensi politik mereka yang sebelumnya dominan dan menentukan berubah 
menjadi krisis seperti yang terjadi di akhir era Orde Baru dan pasca Orde Baru. 

Bahkan di era pasca Orde Baru kehadiran syari'at Islam di Aceh tidak dapat 
dimanfaatkan oleh teungku dayah untuk memperkuat kembali kewibawaan agensi politik 
mereka. Sebab sebagai sebuah produk politik dari pemerintah pusat, syari'at Islam di Aceh 
sepenuhnya dikontrol oleh negara, dikelola secara birokratis dan dikomodifikasi untuk 
kepentingan kekuasaannya. Akibatnya, agensi politik teungku dayah di Aceh era pasca Orde 
Baru tidak mengalami penguatan (pemulihan) tetapi tetap krisis sebagaimana di era 
sebelumnya. Namun. krisis agensi politik teungku dayah di Aceh ini ternyata tidak diikuti 
dengan krisis pula agensi mereka dalam ranah agama. Kenyataan ini menegaskan bahwa 
agensi politik dan agama teungku dayah di Aceh yang sebe.lumnya menyatu 
(meusaboehlintegrated) kini telah terpisah (seperated). Selain itu, krisisnya agensi politik 
teungku dayah ini menyebabkan agen politik di Aceh yang sebelumnya tersentral pada 
mereka kini berubah menjadi terpencar (fragmented) kepada beberapa kelompok elite sosial. 

Kata Kunci: Teungku Dayah, Agen, Struktur, Krisis Agensi Politik. 
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ABS T RACT 

This dissertation examines the crisis of the teungku dayah political agency 
in Aceh. The main question to answer in this research is why the crisis of the 
teungku dayah 

political agency in Aceh started since the end of the New Order era 
in the secular and closed political structure has not changed in the era of post-New 
Order with its political structure transformation into an open and versatile Islam 
following the Islamic Shariah law enactment in Aceh. The teungku dayahs, in 
fact, are the Islamic leaders of Aceh and the Acehnese community is an Islamic 
fanatical adherents. 

Theoretical perspective adopted in this research was structuration. This 
perspective puts the relation of agency power with duality structure, i.e. being 
equal, mutually influencing, constraining, and enabling agent's actions. 
Ethnographic collection method was utilized through involved observations, in- 
depth interviews, and also documentation study. 

The findings of this dissertation show that in Aceh the power relation of 
teungku dayahs' 

power as agents with the state as the structure is dynamic. In one 
occasion it concerns with duality, but in another occasion, it refers to dualism, i.e. 
non-equal (up-down), and it is constraints to the agent. When the power relation 
with the state is duality, teungku dayahs are capable of performing their task and 
moral responsibilities as social agents in Aceh; they influence the state policies to 
comply with Islamic values and community aspirations. These facts has 
positioned teungku dayahs as the highly authoritative figures and the determining 
political agencies on the community as shown in the era of the past Aceh 
Darussalam Kingdom and the Old Order era. However, on the contrary, when the 
teungku dayahs 

has not been able to carry out their duties as agents any longer, 
their power relation turns into a dualism. This has led their political authority and 
agency previously dominant and determining changes into a crisis as found at the 
end of New Order and the Post-New Order Era. 

Even during the Post-New Order era, the presence of Islamic shariah in Aceh cannot be utilized by teungku dayahs to reinforce their political agency 
authority since as a political product of the central govenunent, Islamic 

shariah in 
Aceh is absolutely controlled by the state, managed in a bureaucratic way and co-
modified for the sake of power. As a result, the political agency in Acehnese 
teungku dayahs 

during the Post New Order era has not undergone reinforcement, 
but it is still a crisis, as in the previous eras. However, the political agency crisis 
of Acehnese teungku dayahs, in fact, is not followed by theit. agency in the 
religion domain. This fact confirms that the previously-integrated 

(meusaboeh) political and religious agency of Acehnese teungku dayahs are now separated. Furthermore, the political crisis of teungku dayahs has caused the political agent 
in Aceh that was previously centralized on them, presently is fragmented to 
several social elite groups. 

Keywords: Teungku Dayah, Agent, Structure, Political Agency Crisis 
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I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Studi-studi sosial tentang elite agama di Aceh menunjukkan, bahwa keberadaan
teungku dayah I dalam masyarakat sangat sentral dan menentukan.2 Posisi sentral mereka
itu terkait dengan kapasitasnya sebagai elite agama yang berpengetahuan luas dan
berwibawa. Dalam kapasitasnya sebagai elite agama yang berpengetahuan luas, teungku
dayah berperan sebagai pengajar agama Islam (religious teacher) dan dayah3 sebagai
lembaga pendidikan Islam tradisional masyarakat Aceh selain merupakan media terpenting
dalam proses transformasi keilmuan Islam juga berfungsi sebagai instrumen utama bagi
mereka dalam mengukuhkan kewibawaannya, memperkuat kohesivitas sosial, melakukan
tindakan agensi sosial-politik dan tindakan-tindakan keaktoran sosiallainnya antara dirinya,
masyarakat dan dunia luar.4

Sebagai pendidik, mereka diakui berpengetahuan luas l11engenaiilmu keislaman
sehingga diyakini tidak ada anggota masyarakat lainnya yang sepadan dengan kapasitas
keilmuan dan wawasan mereka. Keyakinan ini lalu memposisikan teungku dayah sebagai
pel11egangotoritas tafsir utama bahkan tunggal terhadap pelbagai teks keislaman seperti al-
Qur'an, hadiths dan fiqh di Aceh. Ketergantungan masyarakat yang sangat besar pada
teungku dayah ditambah dengan justifikasi norma agal11adan pelbagai tafsir terhadap
ajaran-ajarannya yang mensakralkan posisi mereka pada gilirannya menempatkan teungku
dayah tampil sebagai agen (aktor) sosial yang sangat berwibawa sehingga seruan-seruan
mereka senantiasa diikuti secara fanatik oleh masyarakat Aceh.

Di sisi lain, realitas masyarakat Aceh sebagai penganut agama Islam fanatik yang
menempatkan ajaran-ajaran Islam sebagai satu-satunya basis nilai dan sistem pandangan
dunia (worldview) telah menjadi material sinergis bagi dominannya kewibawaan teungku
dayah ini di Aceh yang tidak hanya pada ranah keagamaan tetapi juga melingkupi wilayah
sosial, budaya dan politik praktis sekaligus. Kenyataannya, dalam ranah politik teungku

'Teungku Dayah adalah sebutan masyarakat Aceh terhadap ulama tradisional (elite agama Islam).
Teungku dayah ini sepadan artinya dengan sebutan Buya dalam masyarakat Minang, Ajengan dalam
masyarakat Sunda dan Kyai dalam masyarakat Jawa. Mereka dipercaya berpengetahuan (agama Islam) luas,
memimpin uan lulusan uari dayah trauisional (salati) yaitu dayah yang hanya mempelajari ilmu-ilmu agama
Islam, bcrdomisili di gampocng (dacrah pcdcsaan), kharismatik dan mcmiliki komunitas pcngikut yang
timatik. Lihat, Nirzalin, Relasi Kekuasaan Teungku-Murid. Stlldi di Dayah Tanoh Abeu Kabupaten Aceh
Besar, (Lhokseumawe: LPPM Universitas Malikussaleh, Penelitian Hibah Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, 2004), hIm. 15 dan Zamakhsyari Dhofier: Tradisi Pesantren. Studi Tentang Pandangan Hidup
Kyai, (Jakarta: LP3ES. 1982), him. 55

ZC. Snouck Hurgroje, Aceh Di Mata Kaloniatis. (Jakarta: Yayasan Soko Guru 1985), hlm.I73-176
dan Yusny Saby, "A Profile of The Ulama In Acehnese Society", AI-Jamiah (Journal OF Islamic Studies)
Volume 3R. Number 2.2000. him. 2R4

J Dayah adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh yang meskipun tidak persis sarna
sepauan artinya dengan pesantren di wilayah Indonesia lainnya. Lihat, M. Hasbi Amiruddin, Ulama DaJ'ah
Pengawal Agama Masyarakat Aceh. (Lokseumawe : Nadya Foundation, 2003), hIm. 33 dan Nurcholish
Madjid, Bilik-Bilik Pesantren. Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), him. 3

4 Barbara Leigh dkk. Daya Tahan dan Karakteristik Dayah Salaft di Aceh: Studi Kasl/.' Dayah
Darussalam Aceh Selatan. (Banda Aceh: Aceh Institute, 2007), him. IR
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dayahtidak hanyamampumempengaruhidari luar arena(berperansebagaiculturalhroker/
vote getter atau pemimpin informal an sich) tetapi bahkan menjadi pemimpin polilik
(elective-executive political leader) atau pelaku politik itu sendiri (political player).
Kenyataantersebutdapatdicermati pada tiga episode sejarah sosial-politikAceh yaitu
era Kerajaan Aceh Darussalam, Orde Lama dan hingga periode awal Orde Baru. Pada era
Kerajaan Aceh Darussalam (KAD) posisi teungku dayah dalam ranah politik Aceh selain
menjadi penasehat sultan dalam bidang keagamaan juga menduduki jabatan sebagai
diplomat dan panglima perang.5

Pada era Orde Lama, karena didukung oleh keterbukaan ruang politik (struktur)
yang memungkinkan mereka tampil sebagai agen sosial yang dominan di Aceh teungku
dayah tidak hanya berhasil menduduki tampuk kekuasaan di pemerintahan (Gubernur dan
Bupati/eksekutit) tetapi juga di Legislatif (DPRD) dan partai politik sekaligus.6 Sementara
di luar struktur politik formal mereka adalal1 agen penggerak massa nomor satu di Aceh.
Realitas tersebut dapat diamati misalnya pada saat teungku dayah menentang kebijakan
pemerintah Orde Lama menghapus otonomi Propinsi Aceh dengan meleburkannya ke
dalam Propinsi Sumatera Utara melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang mencakup Aceh, Sumatera Timur dan
Tapanu1i.7Perlawanan para teungku dayah yang mendapat dukungan massif dari pe1bagai
komponen masyarakat terhadap kebijakan itu diaktua1isasi melalui gerakan bersenjata
dibawahbendera DI/TII (Darul IslamlTentara Islam Indonesia) Aceh yang berlangsung
mulai dan 1953 sampai dengan 1962.8

Namun memasuki paruh akhir era Orde Baru, tindakan agensi politik teungku dayah
di Aceh yang pada era-era sebe1umnya(Kerajaan Aceh Darussalam dan Orde Lama) sangat
berwibawa berubah menjadi krisis (melemah).9 Perubahan era dari Orde Baru ke era pasca
Orde Baru memberikan momentum strategis bagi teungku dayah untuk melakukan
restorasi atau pemulihan kembali kewibawaan agensi po1itik mereka di Aceh. Momentum
itu terdapat pada dua realitas, pertama, era pasca Orde Baru merupakan era kerterbukaan

SLihat, M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah: Peran dan Responnya Terhadap Pembaharuan Hukum
Islam. dalam Oody S. Truna. Peny, Pranata Islam Di Indonesia: Pergulalan So.sial, Polilik, Hukum dan
Pendidikan (Jakarta: Logos. 2002). him. 121. Antony Reid. Asal Mula Konflik Aceh, dari Perebutan Pantai
Timllr SlImatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hIm. 301 dan
E.Gobe'e dan C.Andriaanse, Nasehat-Nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada
Pemerintah Hindia Belanda. 1889-1936. (Jakarta: INIS Jilid I, 1990), him. xlviii

6 Oi awal Orde Lama, ranah politik Aceh ditandai dengan tampilnya para teungku dayah sebagai
pemimpin politik praktis, itu termanifestasikan pad a diri Tgk. Muhammad Oaud Beureuh yang menjadi
Gubernllr, Tgk A. Wahab Seulimeum menjadi ketua OPRO dan Ketua Partai Masyumi. Lihat. M. Isa
Sulaiman, Sejarah Aceh. sebuah Gugalan Terhadap Tradisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), him.
114, 217, 221-223. Sebelum bergabllng dengan Masyumi. teungku dayah adalah pengawal paliai PERT I
(Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang telah eksis sejak era kolonial Belanda dan pada tahun 1970-an ketika
pemerintah Orde Baru memaksa partai politik menjadi tiga saja di Indonesia yaitu PPP, Golkar dan PDI
maka PERTI kemudian berfusi ke PPP. para teungku dayahpun kemudian ikut bergabung dengan Partai itll.
Yllsny Saby. Op. cil. him. 295.

7Kclompok tcungku dayah bcrpcndapat, bila otonomi Acch dicabut. maka golongan anti agama dan
golongan anti revolusi (hulubalang) akan berusaha menghapus cita-cita agama dan sekaligus bemsaha untuk
berkuasa kembali. M.Isa sulaiaman, Op. cil. him. 223.

· Nazaruddin Syamsuddin, Pemberontakan Kaum Rep'lblik: Ka.fIIs D.I. Aceh. (Jakarta: Graffiti,
1990), hIm. 84

· Yusny Saby, Loc. cit. him. 297 dan Tim Kell. The Roors of Acehnese Rebellion 1989 - 1992.
(New York: Cornell University Ithaca, 1995), him. 47
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dan kebebasan ruang politik (.struktur) yang memberikan keleluasaan pada mereka
menjalankan tindakan-tindakan agensi politiknya pada negara bahkan membuka pula
peluang bagi mereka untuk dapat kembali tampil sebagai pelaku politik (political player)
sebagaimanayang dilakukanoleh para kiai (elite agamaIslam)di Jawa.1UKedua,pasca
Orde Bam konstruk politik Aceh mengalami perubahan yang signifikan dengan
dilegalisasikannya penerapan syari 'at Islam dalam tata kelola pemerintahannya.

Namuntemyatadi erapascaOrdeBarukrisisagensipolitikteungkudayahdi Aceh
tampak tidak mengalami perubahan atau tetap berlanjut. Kenyataan ini termanifestasi pada
makin eksplisitnya resistensi masyarakat terhadap seruan-seruan politik mereka. 11
Resistensi terhadap kewibawaan agensi politik teungku dayah ini oleh masyarakat Aceh
diapresias*an kedalam empat bentuk yaitu, pertama, dalam bentuk satire (peribahasa
tradisional), kedua sebutan yang bermakna sindiran, ketiga aksi fisik yang bermakna
penentangan simbolik dan keempat pembangkangan terbuka dalam Pemilukada (Pemilihan
Umum Kepala Daerah) Aceh. Perlawanan melalui satire (Hadih Maja) yang bermakna
sindiran (ejekan) antara lain berbunyi "Teungkll awai pijuet-pijuet lalee seumeubeut bak
balee tuha, teungklljinoe tllmboen-Wmboen lalee ka ek treun bak rienyeun raja, (Teungku
dulu kurus-kurus karena asyik mengajar di balai tua tetapi teungku sekarang gemuk-gemuk
karena asyik naik tumn tangga istana).12

Sementara sebutan-sebutan yang bermakna sindiran misalnya, si bung, toke ayat,13
teungku Avanza,14dan cina muallaf.15Sedangkan aksi fisik simbolik yang menunjukkan
semakin nyata dan transparannya keberanian masyarakat menentang teungku dayah
dilakukan melalui aksi pembocoran ban mobil salah satu teungku dayah yang 'berwibawa

dan terkenal di Aceh Utara saat menghadiri kaml.anye salah satu kontestan Bupati yang
didukungnya dalam Pemilukada di wilayah itu.1 Titik kulmina\;i penentangan terhadap
kewibawaan agensi politik teungku dayah ditunjukkan masyarakat melalui aksi tidak
memilih figur kepala daerah (Gubemur/Wakil Gubemur) yang dikampanyekan oleh mereka
dalam Pemilukada Aceh seperti dalam Pemilukada pada tanggal 11 Desember tahun 2006.
Pada Pemilukada itu pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar yang merupakan
perwakilan GAM mengalahkan kontestan lain yang mendapat dukungan dari para teungku
dayah.17Begitu pula, misalnya dengan terpilihnya pasangan IIyas Pase/Syarifuddin sebagai
Bupati/wakil Bupati Aceh Utara.18

10Sidik Jatmika, "Kiai dan Politik Lokal,Studi Kasus ReposisiPolitik Kiai NU di Kebumen,Jawa
tengah Memanfaatkan Peluang keterbukaan Pal1isipasi di Era Reformasi", (Yogyakarta: Disertasi S3
Sosiologi UGM, 2005), him. 330

11Haryanto, Kekuasaan Elite, (Yogyakarta: PLOD UGM, 2005). him. 160
12Nab Bhahany, "Ketika Vlama Diplesetkan", (Banda Aceh: Jumal Nanggroe/Oktober 1999), him. 8
13Taufik Abdullah, Islam dall Masyarakat, Pantulall Sejarah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1996).

him. 192.

14Mcrujuk pada mobil Avanza yang menjadi tunggangan barn tcungku pcmbcrian dari pcmcrintah
atau polilisi yang menjadikannya sebagai instrumen kepentingan kekuasaan politik praklis. Wawancara
dcngan Fauzan mahasiswa asal Aceh Ulara. tanggal IS Marct 2008

15Wawancara dengan anonim, salah seorang aktivis Formadia Aceh pada tanggal 19 Oesember
2002. Lihat. Nirzalin, "Pergeseran Kekuasaan Ulama Oalam Masyarakat Aceh", (Yogyakarta: Tesis S2
Sosiologi UGM, 2003), him. 219.

16Wawancara dengan Anonim, salah seorang warga Aceh Utara pada tanggaI 13 Juni 2008
17Irwandi-Nazar keluar sebagai pemenang GubemurlWakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam

dcngan pcrolchan 38.20 % suara. Lihat. www.kip-acehprov.go.id
'" Harian Serambi Indonesia. Selasa 5 Desember 2006.
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Menarik, momentum perubahan wajah politik lokal Aceh dari tertutup dan otoriter
di era Orde Baru menjadi terbuka dan bebas dalam partisipasi politik di era pasca Orde
Baru dan yang lebih signifikan perubahan ruang politik lokal dari sekuler di era Orde Baru
menjadi serba Islam di era pasca Orde Baru setelah dilegalisasikannya penerapan syari'at
Islam justeru tampak tidak memberi pengaruh terhadap kewibawaan agensi politik teungku
dayah yang sudah mulai krisis sejak akhir era Orde Baru itu di Aceh. Berdasarkan reaJitas
tersebut. maka permasalahan utama yang ditelaah dan ingin dijawab dalam studi ini adalah
mengapa krisis agensi politik teungku dayah di Aceh yang telah dimulai sejak paruh akhir
era Orde Baru dalam struktur politik yang bersifat sekuler dan tertutup tetap berlanjut (tidak
berubah) di era pasca Orde Baru yang struktur politiknya telah berubah menjadi terbuka
dan serba Islam setelah dilegalisasikannya penerapan syari'at Islam di Aceh?

Sementara sub-sub pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah sebagai
berikut: (I). Bagaimana posisi Islam dan dayah dalam masyarakat Aceh sehingga teungku
dayah diposisikan sebagai figur dan agen sosial yang sangat berwibawa dan menentukan?
(2) Bagaimana konsep teungku dan apa saja sumberdaya-sumberdaya kekuasaan teungku
dayah di Aceh? (3) Bagaimana dinamika hubungan kekuasaan antara teungku dayah
sebagai agen dengan negara sebagai struktur sehingga mendorong terjadinya proses krisis
agensi politik mereka di Aceh? Dan (4) Bagaimana dominasi kekuasan struktur terhadap
teungku dayah di Aceh pada era pasca Orde Barn terjadi sehingga krisis agensi politik
mereka yang telah dimulai sejak akhir era Orde Baru dalam struktur politik yang sekuler
dan tertutup tetap berlanjut di era pasca Orde Barn yang struktur politiknya telah berubah
menjadi terbuka dan serba Islam setelah dilegalisasikannya penerapan syari'at Islam di
Aceh'?

B. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami mengapa krisis agensi
politik teungku dayah di Aceh yang secara genealogis telah dimulai sejak paruh akhir era
Orde Baru (tahun 1990-an) tetap berlanjut di era pasca Orde Baru. Padahal syari' at Islam
sebagai basis normatif dari sumberdaya kekuasaan dan tindakan-tindakan agensi politik
mereka dilegalisasikan penerapannya. Hasil studi ini diharapkan memberikan pengetahuan
dan pemahaman yang utuh khususnya tentang mengapa terjadinya keberlanjutan krisis
agensi politik teungku dayah di Aceh di era keterbukaan struktur dan legalisasi penerapan
syari'at Islam pasca Orde Baru. Sementara secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk
mengembangkan kajian tentang sumberdaya-sumberdaya kekuasaan, pola-pola hubungan
kekuasaan, dinamika hubungan kekuasaan agen dan struktur dalam pengukuhan
kewibawaan agensi politik elite agama (teungku dayah) dan juga krisis sekaliglls khusllsnya
di era legalisasi penerapan syari' at Islam.
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II
Perspektif Teoritik dan Metode Penelitian

A. Perspektif Teoritik

Studi ini menggunakan strukturasi sebagai perspektif teoritiknya, Alasannya,
sebagaimana yang ditegaskan oleh Giddens, perspektif ini memiliki perhatian terhadap
hubungan kekuasaan agen dan strukturl yang dapat digunakan untuk menelaah dialektika
tarik-menarik kekuasaan antara teungku dayah sebagai agen dengan negara sebagai
struktur. Terutama bagaimana keberhasilan agen dalam mempengaruhi kebijakan struktur
dapat mengukuhkan kewibawaan agensi politiknya di masyarakat dan juga krisis sekaligus
sebagai akibat dari melemahnya kemampuan mereka melakukan tindakan mempengaruhi
kebijakan struktur itu sebagaimana fokus studi ini dapat diamati dengan memadai.

1. Elite Agama d.anAgen Sosial

Menurut Pareto, dalam masyarakat selalu terdapat dua lapisan sosiaL Pertama,
lapisan yang rendah (non elite), dan kedua, lapisan yang tinggi atau elite yang terbagi ke
dalam dua kelompok pula yaitu kelompok elite yang memerintah dan kelompok elite yang
tidak memerintah, Kelompok elite yang memerintah adalah kelompok minoritas yang
mengendalikan pemerintahan, sementara kelompok elite yang tidak memerintah'terdiri dari
kelompok elite ekonomi lokal (hartawan) yang berpengaruh dan kelompok relijius
(agamawan),2 Oalam ranah agama polarisasi terbagi antara elite agama atau pemimpin
agama yang mengendalikan tafsir terhadap ajaran agama dan pengikut atau massa agama
yang disebut dengan umat yang menerima tafsir ajaran agama dari elite agama sebagai
pengetahuan l11erekadalam l11enjalankanperilaku keagamaan, Karena itu mereka tampil
sebagai figur yang sangat menentukan di l11asyarakatnya. Mereka adalah kelompok
minoritas superior yang posisinya berada pada puncak strata. Memiliki kemampuan
mengendalikan dan sangat dominan mempengaruhi proses pengal11bilankeputusan.J

Di Aceh, elite agama ini disebut dengan teungku dayah. Keterikatan masyarakat
Aceh dengan teungku dayahnya menjadi sangat kokoh karena dipengaruhi oleh kenyataan
keberagamaan mereka sebagai pemeluk agama Islam fanatik. Sementara, ketergantungan
masyarakat yang besar terhadap pelbagai hal baik berkenaan dengan persoalan keagamaan

maupun sosiall'0litik itu menyebabkan teungku dayah di Aceh diposisikan sebagai agen
dan reformer, yang selalu diharapkan mampu merealisasikan kebutuhan spiritual
(keagamaan) maupun memperjuangkan pelbagai aspirasi sosial-politik mereka melalui
tindakan-tindakan agensinya. Realitas tersebut bersesuaian dengan pandangan Giddens,
bahwa menjadi agen berati menjadi aktor sosial dimana dia selalu dituntut terlibat dalam

I Antony Giddens. The Constitution of Society. Outline of The TheOlY of Structlll'otion. (Cambridge
UK: Polity Press, I 984), him. 5-30

2 Ibid. him. I 0

3Nicholas Abercrombie.dkk, Kamus Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 178
4 Alfian, The Ulama In Achehnese Society : A Preliminary' Obserl'Otion, (Bangkok: Makalah

Disampaikan Dalam Workshop Regional Friedriech Eben Stiftung dengan tema "Elites and Development",
tanggal12-18 Mei 1975). hIm. 2
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mengintervensi rangkaian peristiwa-peristiwa.~ Karena itu, agensi berhubungan langsung
dengan konsep praksis (praxis). Agensi mengacu bukan pada maksud-maksud yang
dimiliki agen dalam melakukan sesuatu, melainkan pada kemampuan melakukan hal-hal
itu. agensi berurusan dengan peristiwa-peristiwa yang pelakunya seseorang, maksudnya
bahwa individu itu dalam suatu rangkaian perilaku tertentu sesungguhnya bisa bertindak
secara berbeda. Apa pun yang terjadi tidak akan pasti jika individu (agen) itu tidak campur
tangan.6

Agen sebagai pelaku dituntut selalu mampu mempengaruhi peristiwa dalam lintas
ruang dan waktu. Karena itu dalam konsep strukturasi Giddens persoalan waktu dan ruang
memiliki arti yang sangat sentral. Berbeda dengan Goftman yang memahami waktu dan
ruang sebagai arena atau panggung tindakan (stage), kemana kita masuk dan darimana kita
keluar. Giddens dengan diilhami oleh filsaf~t waktu Heidegger, menyatakan bahwa waktu
dan ruang bukanlah arena atau panggung tindakan, melainkan unsur konstitutif dan
pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa waktu dan ruang tidak ada tindakan.7 Karena
itu perubahan-perubahan ruang dan waktu menuntut agen mampu mengadaptasikannya
sehingga agen selalu mampu merefleksikan dan memonitoring tindakan-tindakannya.

2. Hubungan Kekuasaan Elite Agama dengan Struktur

Menurut Giddens. hubungan kekuasaan antara agen (pelaku) dengan struktur berupa
relasi dualitas bukan dualisme. Dalam hal ini Giddens berseberangan dengan penganut
strukturalisme seperti Durkheim yang mengang:lp hubungan agen dan struktur bersifat
dualisme, eksternal dan berupa kekangan (memaksa/constrained) terhadap agen.s Giddens
meyakini bahwa hubungan struktur dengan agen itu bersifat dualitas (timbal-balik),
internal, mengekang (constraining) namun juga memungkinkan lahirnya tindakan agen
(enabling) sekaligus. Dualitas struktur itu terjadi dalam praktik sosial yang berulang
(reproduksi sosial) dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.9 Apa yang disebut pelaku
(agen) menunjuk pada orang kongkret dalam arus kontinum tindakan sementara struktur
merupakan aturan-aturan (rules) dan sumberdaya-sumberdaya (resources) atau seperangkat
relasi-relasi transformatif yang di organisir sebagai sistem-sistem sosial yang terbentuk

dari dan membentuk keberulan~an (reproduksi) praktik sosial yang secara rekursifdilibatkan dalam institusi-institusi. 0 .
Struktur mengacu tidak hanya pada aturan-aturan yang disiratkan dalam produksi

dan reproduksi sistem-sistem sosial namun juga pada sumberdaya-sumberdaya.
Sumberdaya yang menyusun struktur dominasi, jenisnya ada dua yaitu sumberdaya alokatif
dan sumberdaya otoritatif. Sumberdaya alokatif menyangkut penguasaan material atau
ekonomi sementara sumberdaya otoritatif merupakan penguasaan politik.11Sebagai pemuat
kekuasaan, aturan-aturan, sumberdaya-sumberdaya dan kontrol atas waktu dan ruang maka

! Antony Giddens, Lac. cir. him. 5·Ibid. him.9
7 B. Heny-Priyono, Antony Giddens. Sualll Pengantor. (Jakarta: KPG, 2002), hIm. 20

8 Doyle Paul Johnson, Teari Sosiologi Klasik dall Modem. Jilid I, (Jakarta: Gramedia, 1994),
him. 177-178

· Antony Giddens, Loc. cil. him. 25, 26 dan 27
IIIIhid. him. 19 dan 25
II Ihid. him. 258

6



struktur ini sepadan artinya detigan negara.19Studi ini memaknai struktur dalam pengertian
seperti itu. Struktur menurut Giddens terdiri dari tiga gugus besar, pertama, struktur
signifikasi (signification) yang menyangkut skema simbolik, penyebutan dan wacana
(discourse). Kedua, struktur dominasi (domination) yang mencakup skema penguasaan atas
orang (politik) dan barang (ekonomi) dan ketiga, struktur legitimasi (legitilllatioll)
menyangkut skema peraturan normatif yang terungkap dalam tata-hukum.20

Hubungan dan dialektika pertautan ketiga skema struktur dalam konsep strukturasi
Giddens tersebut digambarkan sebagai berikut.

Struktur

Gambar. 1
Konsep Dimensi-Dimensi Dualitas Struktur Giddens.21

-.1 DominasiI. ---..
Legitimasi

_ _ _ _ _.t._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t_ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _.y_ _ _ _ _ ..- I.

(S t ): Bingkai: : Fasilitas : Norma :arana-anara ,.--., . ---~, I
: Interpretasi: : , :
. - - - - -. - - - - - - . - - - - -.. - - - - . - - - - - . - - - - -. . +

Interaksi 1 Komunikasi r"' Kekuasaan 1 1 Sanksi 1

Ketiga kategori struktur di atas menurut Giddens adalah sumberdaya (yang
difokuskan melalui signifikasi dan legitimasi) yang merupakan !>'ifat-sifatsistem sosial yang
terstruktur, ditimbulkan dan direproduksi oleh agen-agen berpengetahuan mumpuni selama
interaksi. Sumberdaya-sumberdaya tersebut merupakan media yang digunakan untuk
melaksanakan kekuasaan.22 Dengan demikian, kekuasaan dihasilkan dalam dan melalui
reproduksi struktur-struktur dominasi. Figur yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang
menguasai sumberdaya dan mampu menyalurkannya pada pihak lain yang dinyatakan
sebagai bawahannya. Hal ini berbeda dengan konsep kekuasaan yang dikonstruksikan oleh
Weber. Weber berpandangan bahwa "Kekuasaan adalah kemungkinan seorang aktor
(pelaku) mampu mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang-orang
lain dalam suatu hubungan sosial".23Dengan kata lain, figur yang berkuasa adalah mereka
yang mampu memberikan manfaat kepada bawahannya

3. Elite Agama dan Krisis Agensi Politik

Figur yang berkuasa memberikan manfaat kepada bawahannya melalui tindakan-
tindakan agensinya yaitu yaitu melawan/melakukan tindakan pertentangan, kritis,
mempengaruhi dan tindakan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat yang menjadi
bawahannya dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan lain. jika praktik tindakan

19 B. Herry-Priyono, Loc. cU. him. 20

~oIbid. him. 29-33

~I Antony Giddens, Op. cit. him. 36
~2Ibid. him. 15-16

~J Max Weber, Economy And Society. An Outline of Interpretive Sociolog)'. (USA: University <,f

California Free Press, 1964), him. 53
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agensi tidak dapat lagi dilakukan maka kewibawaan atau kekuasaan agen (teungku dayah)
akan mengalami krisis. Bahkan dalam perspektif Giddens, aktor berhenti menjadi agen bila
ia kehilangan kemampuan untuk menciptakan pertentangan (tindakan agensi).24 Sebab,
agensi sebagai aliran intervensi dalam proses dan rangkaian peristiwa-peristiwa dunia, bagi
agen (pemimpin) adalah sebuah tindakan dari tanggung jawab moralnya terhadap bawahan
(masyarakat).25Kenyataan ini mempertegas bahwa hubungan antara pihak yang berkuasa
dengan bawahan tidak terpisah, tetapi keduanya terikat melalui dialektika kendali (dialectic
of control).26Bagiagen keberhasilannya melaksanakan tugasnya akan menuai kekuasaan
atau kewibawaan sementara bagi bawahan tugas pemimpin itu adalah sumberdaya bagi
mereka untuk memaksa pemimpin terus menerus melaksanakan kewajibannya untuk
memberi manfaat kepada mereka.

Tatkala agen tidak mampu lagi melakukan praktik tindakan agensinya, maka praktik
rutinitas ketundukan dan kepatuhan bawahan (masyarakat) yang telah mentradisi akan
mengalami derutinisasi. Giddens memaknai derutinisasi sebagai setiap pengaruh yang
berfungsi untuk membendung cengkeraman watak interaksi sehari-hari yang diterima apa
adanya. Aktivitas rutin erat berkaitan dengan tradisi dalam pengertian bahwa tradisi
menjamin kontinuitas praktik seiring perjalanan waktu. Setiap pengaruh yang menggerogoti

atau mengf.eser praktik-praktik tradisional memiliki kemungkinan untuk mempercepat
perubahan. 7 Ketika tetjadi derutinisasi maka hal itu bermakna skema yang selama ini
menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial tidak lagi memadai untuk
dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian pelbagai praktik sosial (praktik
rutinitas ketundukan dan kepatuhan bawahan) yang sedang berlangsung. 28Akibatnya,
masyarakat (bawahan) tidak lagi memiliki alasan untuk tunduk dan patuh pada atasan
(agen) karena mereka tidak mampu lagi memberi manfaat kepada bawahan. Hal ini
membuat kekuasaan dan tindakan agensi dari agen terhadap bawahan yang sebelumnya
dominan berubah menjadi krisis.

B. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan menggunakan perspektif teoritik strukturasi menurut Giddens
pada dasamya adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang kesadaran praktis, yaitu
menyelidiki apa yang telah diketahui oleh agen-agen dalam praktik sosial mereka. Karena
itu mengindentifikasi batas-batas daya pengetahuan agen dan praktik agensi mereka dalam
konteks ruang dan waktu yang senantiasa bergeser sangatlah penting bagi ilmu sosial.
Sebab salah satu tujuan dari analisis sosial adalah menemukan pengetahuan bersama
(Mutual Knowledge) dari suatu kesadaran praktis yang menjadi dasar dari praktik sosial
itU.29

24George Ritzer-Douglas 1. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Keneana, 2004).
him. 510

2' Antony Giddens. P/"Ob/el1latikaUtal1la dalam Tear! Sosial Ahi. Stmktul' don KOIllradiksi dalam
Ana/isis Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hIm. 93-94
2. Antony Giddens. Melode Sosi%gi Kaidah-Kaidah Barn, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

him. 16

27Antony Giddens, The Comlilulion ofSociely. Lac. cil. him. 419
2' B. Herry Priyono. Lac. cit. hIm. 30
2<)Antony Giddens. The Constitution ,,{Sociey. Loc. cil. him. 336-337
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Karena itu keterlibatan dalam kehidupan komunitas yang diamati merupakan salah
satu instrumen bagi pengamat agar mampu menghasilkan sualu pemahaman bagaimana
mereka berpartisipasi dalam suatu rangkaian praktik sosial tertentu.

Hal ini penting, sebab menul1llGiddens memahami bagi seorang peneliti adalah:
"Understanding is provided by the reasons or accounts social actors give for their

actions. The latter is also associated with the meaning of (IIIevent or acti\li~1'in a particular
social cOl1lext,either that given by social actors or the meaning that researchers derived
jrom social actors' account. Explanations are produced by researchers who looks at a
phenomenon from the "outside ", while understanding is based on an "inside" view in
which researchers grasp the subjective counsciousness. the interpretations, of social actors
inl'olved in the conduct ".30

Karena itu, unluk dapat memberikan penjelasan dari gejala "Iuar" dan memahami
dari "dalam" gejala yang ditelili itu sendiri sebagaimana dikatakan Giddens di atas maka
studi ini menggunakan metode elnografis dalam pengumpulan datanya. Namun perlu
dilegaskan bahwa studi ini bukanlah sebuah kajian etnografis mumi yang berusaha
melakukan deskripsi ilmiah sosial lentang manusia dan landasan budayanya secara
menyeluruh (holistik-integralif) sebagaimana yang dilakukan oleh para antropolog:1ITetapi
studi ini hanya bel1lsaha untuk menelusuri dan menemukan pengclahuan bersama
masyarakat (mutual knowledge) tentang mengapa terjadinya krisis agensi polilik leungku
dayah di Aceh.

Dala-data dikumpulkan melalui kerja observasi parlisipan dan wawancara
mendalam (indepth interview).32Kedua metode ini (observasi partisipan dan .wawancara
mendalam) dipilih didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan oleh Alkinson bahwa
kita tidak dapat meneliti realitas sosial tanpa menjadi bagian qari realitas itu sendiri.33
Selain melalui kedua cara itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi
dokumentasi. Data-data yang diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara
mendalam merupakan data primer sementara data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen baik berupa buku, calalan harian, sural keputusan dan dokumen lainnya yang
relevan dengan lema studi ini merupakan data sekunder. 34Dalam penguraian materi
penulisan hasil penelitian ini, dilakukan secara kombinatif antara pengungkapan data dan
informasi lalu dianalisis dan diinterpretasikan dengan terlebih dahulu dilakukan sejumlah
argumentasi atau penafsiran lalu ditunjukkan data empirisnya.

30Antony Giddens, New Rules of Sociological Method, (London: Hutchinson, 1976), him. 55

31Arthur J. Vidich & Stanford M. Lyman, Qualitative Methods: Theil' History in Sociology and
Anthropology, dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds), Hanbook of Qualitalive Research.
(London: SAGE Publication, 1994), him. 25

J2 Elizabeth Murphy and Robert Dingwal, The Ethic of Ethnography. dalam Paul Atkinson, dkk
(eds), Handbook o/Ethnography, (London: Sage Publication. 2001). him. 340 dan Amri Marzali, Apakah
Etnografi?, dalam James P Spradley, Metode Etnograf!, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), him. ix

33Paul Atkinson dkk, (eds). Op.cit. him. 249
34Pl'imary data are generated by a researcher who is responsible for the design of the .~llIdy. This is

"new" data, used to answer spesific research questions. Secondary data is raw data that have already been
collected by someone else. either for some general information purpose. such as a gOI'emment cencus or
other official statistics, or for aspecific research project. Lihat, Norman Blaikie, Designing Social Research,
(Cambridge: Polity Press, 2000), him 183-184
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III
Islam dan Dayah di Aceh

A. Islam dan Masyarakat Aceh

Jauh sebelum Islam berkembang, berabad-abad lamanya Aceh dipengaruhi oleh
kebudayaan Hindu. I Rekaman jejak pengaruh kebudayaan tersebut dapat ditemukan
hingga dengan saat ini terutama pada situs-situs sejarah seperti benteng pertahanan
kerajaan Indrajaya di Aceh Besar yaitu benteng Indrapatra di Ladoeng, petapakan mesjid
raya Indrapuri dan nama-nama wilayah yang dapat diidentifikasikan sebagai pengamh
kebudayaan Hindu seperti Indrapuri di Aceh Besar dan Gandapura di Bireun. Kerajaan-
kerajaan Aceh pra Islam seperti kerajaan'lndrajaya, Lamuri, Jeumpa dan sebagainya
merupakan penganjur dan pelindung dari kebudayaan Hindu tersebut. 2 Namun, secara
politik keberadaan kerajaan Hindu di Aceh tidak meletakkan fondasi kebersatuan
dikalangan masyarakat Aceh yang lebih luas.

Sebab keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu di atas dengan kebudayaannnya itu
hanya bersifat lokalitas atau lebih berwujud "kerajaan desa" daripada satu kerajaan yang
bersifat nasional. Barulah setelah salah satu kerajaan kecil (kerajaan-kerajaan desa Hindu di
atas) menjadi Islam, yaitu Meurah Silue menjadi Sultan Malik As- Saleh, maka berdirilah
semacam kesatuan politik yang melebihi batas desa.3 Selain itu, kehadiran Islam di saat-
saat kerajaan Hindu sedang melemah di Aceh membuat Islam Aceh lebih "murni" daripada
tetangganya Jawa yang karena sebagaimana dikatakan Geertz, kehadiran Islam bersamaan
dengan sedang kuat-kuatnya kerajaan Majapahit di abad ke-14 sehingga Islam Jawa
terpaksa mengakomodir kebudayaan Hindu yang sangat kental sehingga tidak bisa
dihindari Islam Jawa menjadi sinkretis.

Dalam bukunya Is/am Observed yang membandingkan bagaimana Islam
berkembang di Jawa dan Maroko, Geertz mengatakan:

Bahwa Islam yang masuk ke Indonesia (Jawa), secara sistematis bam pada
abad ke-14 berpapasan dengan suatu kebudayaan besar yang telah
menciptakan suatu sistem politik, nilai-nilai estetika dan kehiqupan sosial
keagamaan yang sangat maju yang dikembangkan oleh kerajaan Hindu-
Budha di Jawa. Kedua kerajaan besar itu telah sanggup menanarnkan akar
yang sangat kuat dalanl kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, bila
dibandingkan dengan Islam di India, Islam di Indonesia demikian lemah,
tidak berakar, bersifat sementara, sinkretis dan berwajah majemuk.4

Karena itu, pertumbuhan Islam Aceh jauh lebih cepat dibanding dengan tempat lain
di Indonesia. Sebab relatif tidak ada penentangan secara kultural dari kantong-kantong

I Zakaria Ahmad, Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolnllialisme dall Imperialisme. (Banda
Aceh: Pena. 2008), him. 20

2 H.M. Zainuddin, Tarich Atjeh don Nusalltara. (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961),
him. 41-42

) Taufik Abdullah, Islam Dan /v/asyarakat. Pan/ulan Sejal'ah Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1996),
him. 165

· Clifford Geertz, Islam Ob.ven'ed, (Ncw Havcn and London: Yalc Univcrsity Prcss. 1968),
him. 11-12
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struktur sosial di masyarakatnya.Setelah Islam menjadi ideologi negara (Kerajaan
Peureulak, Pasai dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam) maka islamisasi Aceh kemudian
berarti pula nasionalisasi Aceh. Sebab melalui spirit keberimanan pada agama "baru"
inilah Aceh mengalami integrasi dalam satu wilayah teritorial politik dan kultur baru yang
melewati tapaI batas etnik yang beragam. Melalui campur tangan negara (Kerajaan.
Kerajaan Islam Aceh), Islam kemudian berkembang menjadi sumber nilai dan rtljukan
struktural dan kultural masyarakatnya sehingga berbicara apapun tentang Aceh tidak
mungkin melepaskan Islam sebagai salah satu komponen utamanya.

Pada kenyataannya, Islam tidak hanya dimaknai sebagai agama tetapi juga sebagai
sistem cara pandang dunia (wor/dview) dan identitas orang Aceh. Hal ini terefleksikan
pada ungkapan Hadih Maja yaitu ungkapan tradisional yang menjadi falsafah masyarakat
Aceh yaitu, "Hukom Ngon Adat Han Jeeut Cree, Lagee Zat Ngon Sifeut ". (Hukom/Syariat
Islam dengan adatlkehidupan sosial tidak boleh bercerai seperti zat dengan sifatnya).s
Sementara sebagai identitas terefleksikan pada kenyataan orang Aceh sangat tersinggung
dan marah jika mereka dicap sebagai bukan orang Islam meskipun dalam kehidupan
kesehariannya jarang menunaikan kewajiban-kewajiban agama dengan baik seperti shalat
dan puasa. Eratnya hubungan Islam dan orang Aceh ini tertuang dalam filosofi kehidupan
mereka yaitu, "Ta Peutenteu Udep Lam Iseulam Sampo An matee" (Kita pastikan hidup
kita dalam Islam sampai mati).6

Karena Islam diterima sebagai satu-satunya sumber nilai dalam kehidupan sosial.
maka dalam masyarakat Aceh tidak dikenal pembelahan sosial dan budaya berdasarkan
agama sebagaimana yang terjadi di Jawa. Jika di Jawa sebagaimana yang ditunjukkan oleh
Geertz, penetrasi Islam melahirkan tiga varian kebudayaan yaitu Abangan, Priyayi dan
Santri' maka di Aceh Islam justeru tampilmenjadi penyatu daillm bingkai struktur sosial
dan budaya mereka. Sultan. uleehalang (kaum bangsawan) dan teungku dayah (ulama)
disatukan dalam satu kebersamaan di bawah panji keislaman sehingga ketiga kelompok
elite sosial utama Aceh itu saling menguatkan dalam memperluas pengaruh Islam ini.8

Jika disebagian besar pulau Jawa, Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan
tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umumya yaitu sebagiannya tradisi penduduk asli
dan sebagian yang lainnya tradisi Hindu-Budha serta dalam prosesnya banyak kehilangan
kekakuan doktrinemya. Lalu akibatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Geertz dan
Benda, untuk jangka waktu yang lama pemenang sebenamya adalah agama jawa (The
Religion of Java) dan bukannya Islam, adat-istiadat Jawa, bukannya hukum Qur'an,
Feodalisme Jawa bukannya peradaban Islam yang bersifat urban.9 Dengan kata lain,
kebudayaan yang mempengaruhi Islam bukan Islam yang mempengaruhi kebudayaan Jawa.
Maka sebaliknya di Aceh, Islamlah yang mempengaruhi kebudayaan dan menjadi sumber
rujukan utama dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Aspek kultural, ideologis
dan struktural Aceh bersenyawa dengan agama Islam.

5 H.M. Zainuddin, "Pengaruh KebudayaanIslam dalam Perang Aceh Dengan Belanda". dalam,
Ismail Sunny, et.al, Bunga Rampai Temang Aceh, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 1980). him. 110

6 ISMUHA, Adal dan Agama di Aceh, (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ihnu-lImu Sosial
Universitas Syiah Kuala. 1983), him. II

7Clifford Geertz, Abangan. S(/fJlri. Priyayi Da/am Masyarakal Jawa, terj. Aswab Mahasin, (Jakarta:
Pustaka Jaya, 198]), him. 13, 165 dan 307

'H.M. Zainuddin. Op.cil. him. 16
9 Harry J. Benda. Bulan Sabil dan Malalrari Terbil. Is/am iI/dolle.,ia Pada Masa Pendudukall

Jepang, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), him. 31
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B. Dayah dan Masyarakat Aceh

Di Aceh, istilah untuk lembaga yang dikenal dengan sebutan pondok pesantren di
Jawa dan berbagai tempat lainnya di Indonesia adalah da,vah.1oKata dayah, juga sering di
ucapkan dengan sebutan "deah" oleh sebagian orang Aceh, terutama di Aceh Besar. II
Terminologi ini berasal dari kata bahasa Arab Zawiyah. 12yang berarti sebuah sudut, pojok
atau kegiatan dari suatu tempat atau bangunan. Dalam perkembangannya, setelah
mengalami adaptasi kultural kata zawiyah itu mengalami perubahan dialek dalam
pengucapan orang Aceh, yaitu perubahan dari kata zawiyah menjadi dayah. Sebab di Aceh
dalam bahasa sehari-hari sering terjadi penukaran dialek huruf Z menjadi huruf D.13
Secara genealogis, kata zawiyah ini pertama kali digunakan untuk penyebutan sudut mesjid
Madinah tatkala nabi Muhammad berdakwah pada masa awal Islam.14 Orang-orang ini
(sahabat nabi), kemudian menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain.

Pada abad pertengahan, kata zawiyah dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan
mistik dari penganut tasawuf. Karena itu, tradisi pembelajaran di zawiyah itu didominasi
oleh para ulama perantau, kemudian tradisi zawiyah itu oleh mereka di bawa ketengah-
tengah masyarakat.IS Kadang-kadang lembaga ini di bangun menjadi sekolah agama dan
pada saat tertentu juga zawiyah dijadikan sebagai pondok bagi pencari kehidupan spiritual.
Perkembangan awal dari tradisi pembelajaran zawiyah ini bertempat di Baghdad, tetapi
dalam perkembangan selanjutnya ia tersebar ke seluruh negeri muslim ketika itu. Realitas
tersebut terbukti dari pemyataan al-Jumbulaty bahwa di Maroko zawiyah dibangun
berbentuk masjid yang ditempati oleh orang-orang sufi ataupun sengaja dibangun pada
kuburan wali Allah SWT. Sementara sebagian yang lain, lembaga zawiyah sarna seperti
madrasah diniyah yang didatangi oleh orang-orang yang berasal dari tempat yang jauh.
Dari itu dapat dipahami bahwa zawiyah telah ada bukan saja di pusat kemajuan ilmu
pengetahuan ketika itu yaitu lrak, tetapi juga telah berkembang pula di Afiika Vtara. Di
sebagian gurun sahara Afrika Vtara tempat demikian (Zawiyah) disebut pula dengan ribath
yang dihuni oleh jama'ah sufi, bahkan lembaga ini sempat berkembang menjadi kekuatan
politik yang menguasai Maroko sampai ke Andalusia yang dikenal dengan kaLim
murabithin, artinya kalangan orang ribath.16

Jika melihat pada mobilitas para ulama aktivis zawiyah tersebut berkoherensi
dengan Islam yang berkembang di Aceh yang tidak terlepas dari peran para pendakwah
tradisional Arab dan sufi yang menggeluti lembaga zawiyah ini.17 Merekalah yang

10James T. Siegel, The Rope Of God, (Los Angeles: University of Cali fomi a Press, 1969), him. 48
II C. Snouck Hurgronje. Aceh di Mala KoloniaUs.jilid I telj. Ng. Singarimbun.(Jakarta: Yayasan

soko Guru, 1985), him. 71

I~M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah Pengawal Agama Mus)'urakul Aceh. (Lhokseumawe : Nadya
Foundation, 2003), him. 33.

1.1Rusdi Sufi. Tgk. Hasan Kmcng Kalee dan Tcuku N)'ak Arie(. Pro/if Ulama dan Umara
Aceh. (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hIm. 73

14Tgk. M. Basyah Haspy, Apresiasi Terhadap Tradisi Dayah : Sualll Tinjauan Terhadap Taw
Krama Dan Kehidupan Dayah (Banda Aceh : panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatl/an Oayah
lnshafl/ddin, 1987), him. 7.

I~H.A.R. Gibb, Shorter Encyclopedia of lvlam, (Leiden: EJ. Brill, 1961), him. 657
I. Tim Penulis Pusat Pengembangan Dayah dan Madrasah lAIN Ar-Raniry, Pengembangan Dayah

Dalam Perspekl!(Ulama Dayah, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hIm. 54
" Yunus Jamil, Silsi/ah Tawarich Raja-Raja Kerajaan Aceh. (Banda Aceh : Diterbitkan dengan

usaha Ajudan Djenderal Kodam I Iskandar Muda. 1968). him. 4.
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memperkenalkan zawiyah ke Aceh melalui aktivitas dakwah yang mereka lakukan. Setelah
mengalami proses akulturasi (di Acehkan) maka berdirilah dayah seperti di Aceh saat ini.
Dengan demikian secara genealogis, dayah bukanlah lembaga pendidikan Islam yang
berasal dari tradisi Hindu yang mengalami islamisasi sebagaimana pesantren di Jawa dan
Surau di Minangkabau.18

Di Aceh, dayah ada yang dibangun dari harta teungku dayah sendiri tetapi
lImumnya merupakan hasil dari swadaya (wakaf) masyarakat. Begitupula dengan
penghidupan dayah sangat ditopang oleh ekonomi agama dalam bentuk zaka/. injaq. nadzar
dan shadaqah yang disalurkan oleh masyarakat.19Dalam kenyataannya, dayah tidak hanya
penting bagi anak-anak muda Aceh untuk memperoleh ilmu agama Islam dan merubah
posisi sosial mereka dalam masyarakat, tetapi juga penting bagi masyarakat Aceh secara
keseluruhan karena dayah adalah bagian dari kehidupan mereka.20 Semakin tinggi
kharisma (kewibawaan) seorang teungku dayah semakin besar pula pengaruh dan magnetik
dayahnya sehingga mengundang ramainya masyarakat yang berkunjung.

Di Aceh, gerakan sosial-politik, penciptaan kohesivitas sosial, kelahiran, kematian,
pemikahan, membuka usaha, bemadzar, sakit sampai dengan kehilangan sesuatu barang
melibatkan dayah dan teungku dayah sebagai pemimpin dan rujukan dalam prosesi dan
realisasinya. Sejak dari dulu di Aceh, agama dan politik tidak mengalami pemisahan yang
tegas. sehingga antara tellngku dayah sebagai ulama dan sultan sebagai pemimpin politik
saling bersimbiosis dalam menjalankan pemerintahan, bahkan ketika pemimpin politik
mengalami krisis mereka (teungkudayah) tampil keruang politik menggantikan peran yang
terakhir dalam mempertahankan negara. Realitas tersebut menurut Dhofier berbeda dengan
di Jawa, dibawah pemerintahan kolonial Belanda para sultan di Jawa lebih banyak menaruh
perhatiannya terutama kepada aspek-aspek politik dan dalam pengertiannya yang kongkrit
mel11biarkanmasalah-masalah Islam ditangani oleh para kiai. Dengan demikian, secara

tidak langslIng kebijaksanaan para sultan ini telah memperkuat pemisahan antara kekuasaan
agama dan politik. 2

Hubungan yang akrab antara dayah dengan masyarakat seperti yang dideskripsikan
di atas, menel11patkandayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat
Aceh. Disinilah karakter keberislaman mereka dibentllk, tempat anak-anak l11uda
l11emperoleh status terhormat di masyarakatnya, tempat pengingatan bagi mereka yang
merasa telah menjauh dari ajaran-ajaran agama Islam, dan teungku dayah yang bertempat
tinggal di dayah adalah "ibu" bagi masyarakat Aceh yang senantiasa melindungi dan
mengarahkan mereka tidak hanya pada masalah-masalah keagamaan tetapi juga sosial-
politik. Hal ini membuat keberadaan mereka (teungku dayah) menjadi figur dan agen sosial
yang sangat berwibawa dan menentukan dalam masyarakat Aceh.

IS Rusdi Sufi dkk, Peranan Tokoh U/ama Da/am Perjual/gan Kemerdekaal/ 1945-1950 di Aceh.
(Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Infomlasi Aceh, 2003), hIm. 12

I" Rusdi Suti dkk. Peranan Tokoh Ulama Dalam Perjual/gan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh,
(Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Infonnasi Aceh, 2003), hIm. 12

20 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakot, Panlllian Sejarah Indonesia. (Jakarta: LP3ES. 1987),
hIm. 170

21Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tel/tang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES.
1981), him. 56
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IV

Konsep Teungku Dayah dan Sumberdaya-Sumberdaya Kekuasaan

A. Konsep Teungku Dayah dl Aceh

Status teungku dayah di Aceh terkait erat dengan kualitas kewibawaan personal
bukan genealogis (keturunan). Untuk memperoleh status tersebut seseorang harus
memenuhi dua ketentuan, pertama, harus memiliki pengetahuan agama Islam yang luas
dan kedua, memperoleh pengakuan dari masyarakat. Syarat pertama dapat di penuhi
setelah seseorang menempuh masa belajar agama Islam yang cukup lama. Masalah
pendidikan ini biasanya tidak dapat dipastikan berapa lama waktu yang harus ditempuh
sehingga diakui sudah berpengetahuan CUKUPuntuk menjadi teungku dayah, cukup atau
tidak waktu pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas keilmuan yang semata-mata
didasarkan pada pengakuan masyarakat.

Seseorang dinyatakan memiliki pengetahuan yang cukup dan layak menyandang
status teungku dayah dari segi penguasaan pengetahuannya akan tampak dari isyarat
khusus. Isyarat itu adalah berupa mulai seringnya si individu tersebut dijadikan sebagai
pimpinan ritual keagamaan dan rujukan masyarakat dalam masalah-masalah keagamaan
dan juga masalah sosial kemasyarakatan. Sedangkan syarat kedua, baru dapat di penuhi
setelah masyarakat melihat ketaatan dari seseorang itu terhadap ajaran agama Islam dalam
aktivitasnya sehari-hari. Pada syarat yang terakhir ini masyarakat hendak menilai apakah
ucapan dan tindakan seseorang tersebut konsisten dan bersesuaian (berkoherensi) dengan
pengetahuan yang dia miliki atau tidak.35

Oleh sebab itu maka status teungku dayah tidak dapat diperoleh secara genealogis
(turun-temurunldiwarisilascribedstatus) tetapi untuk memperolehnya harus diperjuangkan
(achieved status). Meskipun lazimnya seorang anak teungku yang disegani secara otomatis
akan dipanggil dengan titel teungku pula tetapi panggilan itu tidak bermakna bahwa si
anak juga memperoleh pengakuan derajat teungku yang sarna seperti orang tuanya. Bahkan
dalam realitasnya. tidak sedikit anak-anak para teungku yang disegani dipanggil dengan
sebutan teungku tetapi panggilan itu hanya bermakna sebagai tanda penghormatan terhadap
orang tuanya saja. Sementara si anak tidak diperlakukan sebagaimana teungku yang
sesungguhnya yaitu berwibawa dan dijadikan sebagai rujukan' tindakan-tindakan
masyarakat.

Hal ini berbeda dengan status elite sosial Aceh lainnya yang dapat diperoleh secara
gratis atau turun-temurun (genealogislascribedstatus) seperti status tuanku (sebutan untuk
anak raja) dan uleebalang (teuku).2 Karena status teungku dayah bersifat terbuka maka
status tersebut dapat diperoleh oleh siapapun dan dari strata sosial manapun. Karena itu di
Aceh dalam kenyataannya teungku dayah berasal dari pelbagai strata sosial seperti dari
keluarga teungku dayah. tuanku, teuku, sayyed dan tidak sedikit pula dari masyarakat biasa.
Bahkan secara kuantitas figur teungku dayah yang berasal dari masyarakat biasa hampir
setara jumlahnya dengan para teungku dayah yang berasal dari keluarga teungku dayah itu
sendiri.

35 Ismuha, Latar Be/akang U/ama dan Pendidikannya, dalam Taufiq Abdullah, Agama dan
Pemhahan Sosia/, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), him. 18

2 Ibrahim Allian. Perallg di Jalan Allah 1873-19/2. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1987).
him. 54.
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Kenyataan ini berbeda <lengan status kiai di Jombang dan Madura (Jawa Timur)
yang umumnya diperoleh secara genealogis (diwariskan turun temurun/ascrihed status)
sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil studi Turmudi.3 Karena bersifat askriptit: maka
di Jawa menjadi hampir mustahil l11asyarakatbiasa mampu l11emperoleh status kiai
(kecuali menikah dengan anak kiai). Status kiai menjadi status yang tertutup sebagaimana
status bangsawan. Realitas ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan status
teungku dayah di Aceh yang sejak dari awal perkembangan Islam sudah bersifat terbuka
sebagaimana yang dideskripsikan di atas. Keterbukaan peraihan status teungku di Aceh
selain dipengaruhi oleh pengutamaan kapasitas kewibawaan (diakui berilmu tinggi dan
karamah) individual seorang teungku dayah yang tidak dapat otomatis terwariskan pada
keturunannya juga dimungkinkan karena dayah sebagai arena pengakuan dan penobatan
keteungkuan seseorang umumnya tidak merupakan milik pribadi teungku dayah tetapi
merupakan hasil wakaf dari masyarakat. Sebagai milik masyarakat, dayah tentunya tidak
dapat diwarisi secara serta merta kepada orang yang dikehendaki oleh teungku dayah.
Kenyataan ini menjamin figur yang menjadi seorang teungku dayah di Aceh tetap bersifat
terbuka dan mengalami seleksi sosial yang ketat.

Selain itu, hubungan kekuasaan teungku dayah dengan masyarakat di Aceh tidak
dibangun berdasarkan kekayaan ekonominya tetapi semata-mata berdasarkan keluasan
keill11uan,ketinggian spiritual dan ikatan ideologis (keagamaan)nya dengan masyarakat.
Realitas ini berbeda dengan hubungan kekuasaan kiai dengan masyarakat Islam di Jawa
sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi Geertz yang selain karena ikatan spiritual
ideologis (agama) juga adanya ketergantungan ekonomi masyarakat pada mereka. Sebab
menurut Geertz, "Kiai adalah pemilik tanah sawah dan kebun dimana masyarakat bekerja
sebagai buruhnya".' Di Aceh, sawah dan kebun bukanlah seSuatu yang langka. Dalam
kenyataannya, hampir semua masyarakat gampoeng (desa) di Aceh memiliki sawah dan
kebunnya sendiri. Hal ini menyebabkan mereka tidak tergantung pada sumber ekonomi
teungku dayah bahkan sebaliknya teungku dayahlah yang tergantung secara ekonomi pada
masyarakat melalui bantuan-bantuan agal11aseperti shadaqah. in/aq. nadzar dan jakeuf
(zakat).

B. Sumberdaya-Sumberdaya Kekuasaan Teungku Dayah

Teungku dayah di Acch memiliki beberapa sumberdaya yang memberinya
kekuasaan sehingga tindakan-tindakan agensinya sangat dihormati oleh masyarakat.
Sumberdaya-sumberdaya kekuasaan mereka itu adalah: Pertama, norma agama. Hal ini
terefleksi pada pernyataan normatif Islam baik al-Qur'an dan hadits yang menyebut posisi
mcrcka sebagai ulama merupakan umat yang diistimewakan Tuhan dan bahkan hadits
menyebut mereka sebagai pewaris nabi. Sebagai pewaris nabi, maka teungku dayah
(ulama) mewarisi ketulusan dan kesuciannya schingga dipandang sebagai entitas yang
l11uliakarena itu do'a-do'a dari l11erekadipercaya lebih cepat terkabul. Kenyataan ini

) Endang Turmudi, Perselingkungan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKiS, 2003), him. 30.
I Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of Cultural Broker", Comparative

Studies In Societ)' And Histor)'. Vol. 2,1959-1960. him. 234 dan 236
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menurut Gelner, "Lalu melahirkan etik kesetiaan kepada satu orang (pemimpin agama),
bukan lagi kepada aturan-aturan yang abstrak (nonnativitas)".4

Sakralitas teungku dayah yang disokong oleh agama dan kekuatan spiritualitasnya
itu melahirkan kepercayaan bahwa mereka adalah individu-individu yang memiliki
keuramat (karamah). Orang Aceh memaknai keuramat sebagai kelebihan dan keajaiban
tertentu yang dimiliki oleh seorang teungku dayah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata,
namun dipercaya dan diyakini benar-benar ada.s Keuramat ini, bagi teungku dayah sesuatu
yang selayaknya dia peroleh sementara bagi masyarakat (umat) keuramat merupakan bukti
dari seorang teungku dayah yang dipercaya berilmu tinggi dan berakhlak tinggi tiada
tandingannya. Karena kekeuramatannya. maka seorang teungku dayah dipercaya mampu
memberikan beureukat (barakah) kepada orang-orang yang dido'akan dan ikhlas mematuhi
seruan-seruan mereka. Kehidupan yang dipenuhi heureukat secara sederhana berarti hidup
yang cukup. Beureukat ilmeu (ilmu yang barakah) artinya ilmu yang dimiliki oleh seorang
murid akan selalu cukup, dalam artian mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri
dan orang lain. Sementara, beureukat raseuki (rezeki yang barakah) artinya sekecil apapun
harta yang di miliki akan dapat mencukupi biaya hidup kita. Sebaliknya ilmeu (ilmu) yang
tidak beureukat akan hilang dengan sendirinya, tidak dapat memberi manfaat bagi diri
sendiri apalagi orang lain dan raseuki (rezeki) yang tidak heureukat akan menyebabkan
hidup menjadi konsumtif dan selalu mengeluh tidak cukup atau harta yang dimiliki selalu
dirasakan kurang.36

Kedua, penguasaan ilmu agama. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu
elemen penting dari kualifikasi menjadi teungku dayah di Aceh adalah adanya pengakuan
masyarakat bahwa seseorang itu memiliki kapasitas pengetahuan keislaman yang luas dan
mendalam. Kualifikasi ini bersesuaian dengan realitas minimnya akses pengetahuan
masyarakat terhadap ajaran nonnatif agama yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab
gundul (kitab kuning yang tidak menggunakan harakatlbaris) yang hanya dapat dikuasai
oleh teungku dayah sendiri. Sementara masyarakat Aceh percaya bahwa ilmu agama Islam
yang mumi hanyalah yang bersumber dari kitab kuning ini. Sebab kitab-kitab kuning itu
ditulis oleh para ulama abad ke-15 yang terpercaya baik dari segi keilmuan, ketinggian
spiritual dan keikhlasannya. Tambahan lagi kitab-kitab kuning tersebut ditulis oleh para
ulama pengikut imam Syafi' i (Syafi 'yyah) yang bersesuaian dengan m.azhabkeberislaman
mayoritas masyarakat Aceh. Kenyataan ini lalu memposisikan teungku dayah menjadi satu-
satunya penafsir terpercaya (legitimate) terhadap pelbagai aspek ajaran Islam sehingga
keberadaan mereka dalam masyarakat Aceh sangat dominan.

Ketiga, Jaringan Keilmuan. Secara genealogis, umumnya teungku-teungku dayah
yang memiliki kewibawaan tinggi di Aceh saat ini memiliki akar intelektual yang seragam.
Mereka merupakan anak didik atau di didik oleh murid dari lulusan dayah Darussalam
Labuhan Haji Aceh Selatan. Dayah yang terakhir itu. didirikan dan dipimpin oleh Teungku
Syeikh Muhammad Muda Waly AI-Khalidy (1917-1961). Realitas kesamaan jaringan
keilmuan ini tidak hanya berhasil mengikat teungku dayah dalam satu komunitas yang solid
tetapi juga memberikan keuntungan dalam penyokongan kewibawaan mereka dalam

· E. Gellner, Teor; Ayunan Bandul Tentang Islam, dalam Roland Robertson, Agama: Dalam Analisa

dalllnterrreta.fi Sosiologis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), him. 159
Wawancara dengan Abdullah, warga Lhok Moen Puleh Lhokseuniawe, langgal 18 Nopember 2008

)6 Wawancara dengan Teungku Abdullah, Alumni dayah Tanoh Mirah Bireun, tanggal 18

Nopember 2008
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masyarakat. Sebab sebagaimana yang disebutkan oleh Giddens jaringan keilmuan ini
membentuk satu sistem interaksi di antara mereka yang menguntungkan para agen.('Senada
dengan Giddens, Bourdieu menyebutkan bahwa jaringan keilmuan ini sebagai salah satu
modal sosial terpenting dalam pengukuhan suatu kekuasaan. Karena hubungan dan jaringan
hubungan merupakan sumber daya yang berguna' untuk menentukan dan mereproduksi
kedudukan-kedudukan sosial.7 Sehingga jaringan keilmuan ini merupakan fasilitas
dominasi bagi teungku dayah untuk mengukuhkan kekuasaan dan kewibawaan agensinya di
Aceh.

Keempat, mampu berperan sebagai agen sosial. Selain sebagai pemimpin agama
Islam, di Aceh teungku dayah juga merupakan pemimpin sosial. Dalam kenyataannya,
mereka adalah figur yang dipercaya mampu memilih dan mempersuasi perubahan-
perubahan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh masyarakatnya sesuai dengan konsepsi
yang dicita-citakan oleh Islam. Untuk itu mereka selalu berupaya menafsirkan semua
perkembangan dan perubahan dalam bidang sosial-budaya dan politik agar masyarakat
Aceh khususnya di gampoeng-gampoeng (desa) dapat memahami situasi tersebut. Pada
kenyataannya, rakyat merasa sebagai menggantungkan nasib kepada teungku dayah karena
pada diri merekalah rakyat mengharapkan bimbingan rohaniah dan jasmaniah, perbaikan d:
bidang tisik-material dan mental-spiritual. Sejak zaman kesultanan Aceh para teungku
dayah lah yang sering mengepalai pembukaan areal tanah persawahan baru, pembangunan
irigasi, penyusunan kampung-kampung, jalan-jalan dan sebagainya.RKenyataan itulah yang
mendorong Altian berpendapat bahwa, "Mereka adalah reformer bagi masyarakatnya,
karena itu mereka selalu menguatkan kapasitas intelektualnya dan senantiasa tnenawarkan
ide-ide baru bagi masyarakatnya".9

Empat domain sumberdaya-sumberdaya kekuasaan yAng dimiliki oleh teungku
dayah ini merupakan sumberdaya dan fasilitas yang memberikan kekuatan sinergis dalam
mengukuhkan kewibawaan agensi mereka di Aceh. Meskipun demikian, kewibawaan
agensi teungku dayah itu bukan sesuatu yang bersifat permanen. Tetapi harus terus
diperjuangkan untuk bertahan, karena masyarakat selalu menilai apakah kekuasaan mereka
masih ll1emberikan manfaat kepada ll1ereka ll1elalui tindakan agensinya atau tidak. Jika
dinilai masih ll1ell1berikanll1anfaat sebagaimana yang dikehendaki ll1aka kewibawaan
mereka bertahan dan sebaliknya jika tidak maka kewibawaan mereka akan krisis. Realitas
dialektika antara kekuasaan teungku dayah dengan ll1asyarakat yang menjadi bawahan
mereka ini oleh Giddens disebut dengan dialektika kendali (dialectic of control).10Dalall1
dialektika kendali antara atasan dengan bawahan selalu berupaya memberi manfaat antara
yang satu dengan yang lainnya.

<0Antony Giddens, TireCOnJtitlltionofSociet)'. Outlineof The TireOlYOlSll"IIctlll'utioll,(Cambridge

UK: Poli~ Press, I 984), him. 131
Haryatmoko, "Politik Melirik Agama Karena Seks: Panoptisme, Kekuasaan dan Erotisme". Basis

Nomor 09-10. Tahun ke-55. September-Oktober 2006), him. II

· Rusdi Sufi, dkk. Tgk. Ha.<all KI'ueng Kalee dan Tellku Nyak AI'i~r. Pro.fif Vlama dall Vmara Aceh.

(Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), him. 145-146

9 Alfian. The Vlama In Achehne.<e Society : A PreliminQ/Y Observation, (Bangkok: Makalah

Disampaikan Dalam Workshop Regional Friedriech Ebert Stiftung dengan tema "Elites and Development".

tanggal12-18 Mei 1975), him. 2

10Antony Giddens, Loc. cit. hIm. 16
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V

Dinamika Hubungan Kekuasaan Teungku dayah dengan Struktur
dan Proses Terjadinya Krisis Agensi Politik

A. Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dengan Struktur Era Kerajaan Aceh
Darussalam

Pada periode era Kerajaan Aceh Damssalam kewibawaan agensi politik teungku
dayah sangat dominan. Dengan kualitas intelektualnya, pada era ini mereka tidak hanya
mampu mempengamhi struktur (negara) tetapi bahkan mampu mengendalikannya. Hal ini
ditunjukkan pada posisi struktural mereka sebagai Qadhi Ma/ikon Ade (Ketua Mahkamah
Agung) dan diplomat yang handal dalam urusan-urusan intemasional. I Karena itu, tidak
mengherankan pelbagai konseptulasisasi agama dan politik yang menjadi kebijakan negara
lahir dan pikiran-pikiran mereka.2 Realitas ini memposisikan hubungan mereka dengan
struktur bersifat dualitas yaitu setara dan saling mempengaruhi karena keduanya saling
membutuhkan.

Di luar struktur, mereka adalah agen pembangunan yang tanpa tanding. Untuk
urusan yang satu ini mereka mampu meng-agensikan (menggerakkan) massa bergotong-
royong membangun pelbagai fasilitas publik seperti irigasi, jalan, mesjid dan lain-lain.
Begitupula dengan agensi-agensi politik mereka yang diikat dengan perjuangan ideologis
Islam disahuti oleh masyarakat Aceh dengan kepatuhan dan loyalitas yang tinggi. Sehingga
hal ini oleh mereka dijadikan sumberdaya tidak hanya untuk mempengaruhi negara agar
tetap tampil islami dan berpihak pada masyarakat tetapi juga untuk melawan penjajahan
yang dilakukan Belanda.3 Tentang realitas ini, Hurgronje mengatakan:

Bahwa dalam arena politik Aceh berperanlah Sultan dan bangsawannya,
uleebalang (Kepala Daerah merangkap panglima perang) dan Ulama. Pada
waktu perang Aceh berkecamuk mereka memimpin rakyat secara
berurutan. Mula-mula Sultan dengan para bangsawan, setelah Sultan
lemah dan tak dapat diharapkan, tampillah hulubalang-hulubalang. Tetapi
mereka tidak dapat mempcrsatukan rakyat dan mcnjadi malas, maka
kesempatan untuk mcmimpin jatuh ketangan Ulama yang hidup ditcngah-
tengah rakyat. Mercka bcrhasil mengobarkan scmangat rakyat untuk
berperang sabil dcngan ajaran-ajaran agama, schingga rakyat mau
berjuang sampai mati melawan Belanda yang dianggapnya kapheu (kafir),
dengan demikian dibawah pimpinan ulama perang di perpanjang.4

1 Antony Reid, Asal Mula KOlljlik Aceh. Dari Perebutall Palllai Timur Sumatera Hillgga Akhir
Kerajaall Aceh Abad ke-19, (Jakarta: Yayasan Cbor Indonesia, 2005). him. 91, 92, 98

2 R.O. Winstcd. "A History of Classical Malay Litcraturc", J.M.B.R.A.S, Vol. XXXI Part 3, 1958,
hIm. 121

J E. Gobee & C.Adriaanse, Nasihat-Nasihat C. Sl10llck Hllrgr0l1je Semasa kepegawaial1l1ya Kepada
Pemerill/ah Hil1dil/ Belal1da /889-/936 Jilid II, (Jakarta: INIS, 1990), hlm.153

4 Sehubungan dengan hal tersebut Snouck menasehati pemerintah Hindia Belanda agar dengan
segal a cara mencegah Ulama memimpin rakyat dalam arena politik dan mengisolimya kedalam bidang
keagamaan saja. Sedangkan dalam hal memerintah rakyat ia menganjurkan Pemerintah Hindia Belanda untuk
merangkul Uleebalal1g (Bangsawan) yang sudah berpengalaman dalam memerintah rakyat. Nasehat Snouck
itu diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kebijakan (policy) umum untuk menguasai dan
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Hal ini menyebabkan episode perang Aceh dengan Belanda selanjutnya dibawah
agensi teungku dayah berubah dari semula sebagai perang mempertahankan negara
menjadi perang mempertahankan negara dan agama Islam sekaligus. Keberhasilan teungku
dayah melakukan transformasi perang ini sebagai juga perang agama ataujihadfi sabi/illah
(perang suci mempertahankan agama Islam) menyebabkan mereka dan para pengiku~ya
tidak lagi memaknai Belanda hanya sebagai musuh negara tetapi juga sebagai musuh
agama atau Iwpheu (kafir). Kematian dalam arena perang ini bukanlah sesuatu yang disesali
apalagi ditakuti tetapi kematian merupakan awal dari kegembiraan karena diyakini masuk
syurga sebagai seorang syuhada (syahid). Kegigihan, fanatisme dan tindakan perlawanan
yang meng-ideologis dibawah kendali teungku dayah menyebabkan perang Aceh-Belanda
ini berlangsung lebih dari 30 tahun. Oleh Belanda perang ini diakui sebagai perang terlama
dan terbanyak menghabiskan biaya di nusantara.4 Suatu perlawanan yang kegigihannya
tidak terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

B. Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dengan Struktur Era Orde Lama

. Di era Orde Lama, dengan memanfaatkan keterbukaan struktur di masa awal
berdirinya republik ini teungku dayah mampu mempertahan kewibawaan agensi politiknya
itu. Ideologisasi Islam dalam pelbagai tindakan agensi dan kualitas personal sebagai
kelompok sosial yang berpengetahuan dominan dan independen menjadikan mereka
sebagai agen sosial yang kritis dan sangat berwibawa di Aceh. Pada periode ini mereka
berhasil meng-agensikan revolusi sosial,s meng-NKRI-kan Aceh,6 memenangk~lll Pemilu
(Pemilihan Umum),1 menduduki posisi struktural sebagai Gubemur, Bupati dan Ketua
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Aceh.8 .

Ketika pemerintah pusat dianggap mengingkari janji untuk memberikan hak
propinsi Aceh menjalankan syari'at Islam apabila merdeka, mereka berhasil meng-agensi
pemberontakan di Aceh di bawah bendera DI/TII.9 Kenyataannya, agensi politik yang
diikuti secara fanatik oleh massa Aceh dari pelbagai kalangan rakyat ini, pada akhimya
memaksa pemerintah pusat mengakomodir tuntutan gerakan perlawanan yaitu propinsi
yang otonom dan kewenangan menjalankan syari'at Islam dengan status propinsi Daerah
Istimewa.1o Keberhasilan ini, memperkokoh kewibawaan teungku dayah dalam masyarakat
dan menjadikan kelompok mereka sebagai pengendali struktur utama di daerah ini.
Kewibawaan agensi politik teungku dayah dalam ranah sosial politik Aceh ini bertahan
hingga awal periode Orde Baru.

memerintah Aceh. Lihat, PJ. Suwarno, U/ama Di Ma.'yarakat Acch, (Yogyakarta : Jurusan Sejarah dan
Geografi Sosial IKIP Sanata Dharma, 1976 ), hIm. 20-21.

4 Paul Van T Veer, Pcrang Acch. Kisah Kcgaga/an Hurgl'onje. (Jakarta: Grafiti Pel's, 1985),
him. 246

5 C. Van Dijk, Darttllslam Scbuah Pemberontakan. (Jakarta: Grafiti Pel's, 1983), him. 259
6Abdullah Arief, Disekitar PCl'istiwa Penghianat Tjocmbok. (Koetaradja: Semangat Merdeka. 1946),

him. 9
7 M. Nul' EI.Ibl'ahimy, Teungku Muhammad Daud Bcureueh. Peranannya da/am Pergo/akan di

Aceh, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), him. 102
8 M. [sa Sulaiman, Scjarah Aceh. Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi. (Jakarta: Pustaka Sinal'

Harapan, 1997), hIm. 140
9 Ibid. hIm. 84

10C. Van Dijk, Lac. cit. him. 316
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C. Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dengan Struktur Era Orde Baru dan
ProsesTcrjadinya Krisis AgensiPolitik

Memasuki pertengahan era Orde Baru dalam situasi struktur yang tertutup dan
represif kewibawaan agensi politik teungku dayah mulai mengalami krisis di Aceh.
Paradigma pembangunanisme yang diusung oleh rezim ini mendorong mereka memilih
bekerjasama dengan tiga komponen sosial utama (triangle power) yaitu teknokrat yang
diproyeksikan sebagai pengendali birokrasi, pengusaha yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan militer yang menjadi tameng penjaga stabilitas keamanan. II Tindakan rezim
Orde Baru ini secara vulgar meminggirkan teungku dayah dari struktur dan agen
pembangunan di Aceh. Dalam struktur mereka digantikan oleh para teknokrat dan dalam
pembangunan peran mereka digeser oleh aparatur birokrasi yang memiliki kemampuan
teknisnya.12 Peminggiran teungku dayah dalam ranah sosial di Aceh pada periode Orde
Baru ini tidak hanya terjadi dalam sektor'pembangunan ekonomi tetapi juga dalam politik.
Sikap phobia rezim Orde Baru terhadap Islam politik di Indonesia yang secara historis
sering melawan kemapanan kekuasaan pemerintah mendorong rezim ini melakukan standar
ganda dalam memperlakukan umat Islam.

Di bawah jargon Islam Ibadah Yes dan Islam Politik No, rezim Orde Baru
mempersulit ruang gerak pelbagai aktivitas Islam politik dan di saat bersamaan membuka
ruang selebar-lebamya terhadap Islam ibadah." Dengan cara ini, rezim terakhir
melemahkan jika tidak dapat dikatakan mematikan lawan politik utama mereka yaitu para
aktivis Islam politik seperti teungkll dayah. Namlln di waktu yang bersamaan, mereka
mengambil keuntungan melalui terbentuknya citra seolah-olah "bersahabat" dengan umat
Islam terutama pada para penganut Islam di wilayah pedesaan (gampoeng) yang masih kuat
terikat pada logo atau simbolisme agama (Iogocentrism).

Kenyataannya, tindakan rezim Orde Baru ini berhasil mempersempit ruang agensi
politik teungku dayah. Hal ini diperparah lagi oleh kondisi internal mereka yang mulai
melemah kapasitas wawasan intelektualnya sehingga tidak mampu lagi melakukan
tawaran-tawaran terobosan konseptual kepada publik dan apalagi berkontestasi dengan
wacana struktur (struktur signifikasi). Kelemahan intemal teungku dayah ini didorong oleh
kebijakan mereka sendiri yang hanya berkonsentrasi mempelajari kitab-kitab ibadah dan
meninggalkan kitab-kitab sosial-politik. Padahal, pada era kerajaan Aceh Darussalam
hingga dengan Orde Lama antara kitab-kitab ibadah dan kitab-kitab sosial-politik secara
intensif dipelajari secara bersamaan di dayah-dayah Aceh.14 Hal ini yang menyebabkan
mereka selalu mampu memberi tawaran-tawaran pemikiran baru terhadap masyarakat dan
mampu mendesakkan pengaruhnya pada struktur (negara).

Selain kelemahan dalam kapasitas wawasan, mereka juga lemah dari sisi ekonomi.
Kenyataanya, mereka bukanlah figur kaya yang mampu menghidupi sendiri dayahnya.

11 Eric Eugene Morris. hlam And Politic in Ace": A SIIl'~V ()( Center-Periphery Relations in
Indonesia, (USA: Thesis Cornell University. 1883). him. 258

12 Nurdin Abdul Rahman, "Perubahan Perilaku Elite Agama Dalam Pemilu 19~2-1992: Studi di
Kabupaten Pidie Propinsi Daerah Istimewa Aeeh", (Jakarta: Tesis S2 Illnu Politik Universitas Indonesia,
1996). hIm. 83

13Kuntowijoyo.ldelltitas Po/ilik Vmallslam, (Bandung: Mizan, 1997). hIm. 198-200
14Alyasa' Abubakar dan Wamad Abdullah. "Manuskrip Dayah Tanoh Abee Kajian Keislaman di

Aceh Pada Masa Kesultanan". Jumal Kajian Islam. No.2. Tahun 1992. him. 35
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Dalam posisi struktur lebih dominan daripada teungku dayah ini, maka hubungan keduanya
tidak lagi dualitas seperti dua era sebelumnya tetapi menjadi dualisme atau atas-bawah
dimana struktur berada di atas teungku dayah atau agen. Situasi ini membuat teungku dayah
berhasil didominasi oleh struktur. Dalam posisi terdominasi, negara Orde Baru kemudian
memanfaatkan teungku dayah untuk kepentingan simbolisme politiknya dalam
menjustifikasi kebijakan-kebijakan politik mereka di Aceh. Secara intensif dibawah
perilaku politik otoriter-birokratiknya. rezim Orde Baru memobilisasi teungku dayah untuk
menjadi alat legitimasi dan justifikasi terhadap praktik pembangunanisme dan operasi
militer dalam menumpas perlawanan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh.

Di luar itu, atas nama demi pembangunan Aceh pula teungku dayah di dorong untuk
meninggalkan partai Islam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan mendukung mesin
politik Orde Baru, Golkar (Golongan Karya).ls Tindakan teungku dayah ini pada awalnya
diterima oleh masyarakat Aceh sebagai upaya mereka untuk memberi watak islami pada
Golkar dan menetralisir praktik pembangunannya yang diskriminatif serta meminimalisir
jatuhnya korban sipil dalam konflik RI-GAM. Sehingga dengan penuh semangat mereka
mengikuti teungku dayah dalam memenangkan Golkar dalam Pemilu (Pemilihan Umum) di
Aceh tahun 1987 dan 1992. Namun dalam guliran waktu yang tampak temyata bukannya
teungku dayah yang mampu mempengaruhi Golkar, tetapi sebaliknya Golkarlah yang
mengendalikanteungkudayah.16

Hal itu terbukti pada keberadaan teungku dayah di Golkar yang tidak lebih dari
tukang baca do'a saja pada setiap kampanyenya. Dukungan teungku dayah terhadap Golkar
ini dibalas dengan pemberian pelbagai fasilitas dan bantuan-bantuan kepada mereka dan
keluarganya baik dalam bentuk di hajikan maupun bantuan-bantuan materi (ekonomi).
Kenyataan ini mengubah sikap mereka dari elite sosial yang se~elumnya kritis menjadi
pasif terhadap kebijakan negara.

Akumulasi dari situasi hilangnya peran sebagai agen dalam pembangunan,
independensi, kritis dan berubahnya sikap politik yang selalu berjuang dalam partai Islam
menjadi bergabung ke partai sekuler (partai tidak berdasarkan agama) di era Orde Baru ini
mendorong terjadinya perubahan konsepsi masyarakat Aceh terhadap agensi politik
teungku dayah. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada konsepsi posisi keberadaan teungku
dayah dari asketik menjadi materialistik tetapi juga pada konsepsi ideologi agensi p'olitik
mereka dari selalu berada pada posisi memperjuangkan Islam (peulifiek keu peujuang
iseu/am/politik sebagai alat perjuangan ideologis) dan aspirasi sosial-politik masyarakat
menjadi berseberangan dengan Islam dan harapan publik Aceh (pell/itiek keu pelljuung
pruet/politik sebagai alat perjuangan perut atau ekonomi). Akibatnya, agensi politik
teungku dayah yang sebelunmya dimaknai sebagai agensi sakral (akheurat/eskatologis)
secara perlahan berubah menjadi profan (donyalkeduniaan). Akibatnya, agensi politik
mereka yang sebelunmya sangat berwibawa dan dominan berubah menjadi krisis.

IS Heri Iskandar et.a!. (peny), Namakll Ibrahim Hasan, Menebah Tan/angan Zaman. (Jakarta:
Yayasan Malem Putera, 2003), him. 205-206

16 Tim Kell, TheROO/,fof AcehncseRebc/litJ/11989 - 1992,(NewYork: CornellUniversityIthaca,
1995), hIm. 56-57
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VI
Dominasi KekuasaanStruktur dan Berlanjutnya Krisis Agensi

Politik Teungku Dayah

Perubahan struktur dari tertutup dan otoriter di era Orde Baru menjadi terbuka dan
serba Islam setelah dilegalisasikannya penerapan syari'at Islam pasca Orde Baru di Aceh
ternyata tidak memberi manfaat bagi teungku dayah untuk memulihkan kembali krisis
agensi politik mereka. Hal ini terjadi karena meskipun strllktur politik sudah berubah
namun kapasitas teungku dayah untuk tampil kembali sebagai agen tidak berubah atau
tetap lel11ahseperti di era Orde Baru. Kenyataannya, mereka tidak mampu melahirkan
tawaran-tawaran terobosan konseptual yang kontekstual dan rasional sebagaimana
kebutuhan masyarakat yang telah berubah. Disisi lain, hubungan kekuasaan teungku dayah
sebagai agen dengan negara sebagai struktur tidak bersifat dualitas tetapi dualisme dimana
struktur dengan penguasaan sumberdaya birokrasi dan ekonominya tampil dominan dan
melakukan dominasi kekllasaannya terhadap teungku dayah. Kehadiran syari'at Islam yang
pada awalnya oleh banyak pihak dipercaya sebagai sumberdaya dan fasilitas teungku dayah
untuk kembali mendominasi perpolitikan Aceh ternyata meleset. Karena legalisasi syari'at
Islam di Aceh yang dari sejak awal oleh pemerintah pusat dimaksudkan sebagai paket
politik untuk menyelesaikan konflik di wilayah ini pelaksanaannya bersifat birokratis dan
politis karena dikontrol sepenuhnya oleh struktur (pemerintah) pusat dan daerah.

Birokratisasi syari'at Islam ini disatu sisi menjamin syari'at Islam berada
sepenuhnya ditangan pemerintah (struktur) dan di sisi lain pada saat bersamaan teungku
dayah terpinggirkan dari arena ini. Hal ini teljadi, karena praktik birokratisasi syari'at Islam
itu menciptakan diskrepansi (jarak) dengan teungku dayah yang masih mengandalkan
pola-pola tradisional, tekstual dan el11osional dalam l11engaktualisasikan pemikiran
(wacana) dan hubungan sosialnya. Sementara birokrasi syari'at Islam menuntut pola-pola
tindakanyang rasional, kontekstual,pragmatisdan efisien.I Karena itu pada wilayah ini,
keterpinggiran agensi teungku dayah tidak hanya dalam mempengaruhi struktur tetapi juga
dalam kewacanaan syari'at Islam itu sendiri. Sebab konstruksi kewacanaan syari'at Islam
yang diakomodir (dalam bentuk qallltll dan sebagainya) hanyalah wacana-wacana yang
bersesuaian dengan karakternya yang struktural birokratis itu yaitu rasional, kontekstual
dan pragmatis. Hal itu berbeda dengan formasi kewacanaan teungku dayah yang bersifat
tekstual atau skripturalis. Pada posisi inilah pemerintah lebih memilih berkolaborasi dengan
para sarjana agama Islam (pak teungku) daripada dengan teungku dayah dalam
mengendalikan dan mengoperasionalisasikan syari'at Islam di Aceh. Alasannya, selain
memiliki pengetahuan Islam mereka juga l11emahamilogika birokrasinya.2

Di ruang yang lain, realitas keterikatan fanatik massa Aceh secara agama dengan
teungku dayahnya mel11aksaelite pel11erintahdi wilayah ini berusaha keras l11enarikyang
terakhir berada di pihak mereka. Karena keberadaan teungku dayah secara simbolik
(dijadikan aktor sil11bolik)dapat melekatkan citra bahwa elite tersebut merupakan elite
yang islami. Pennainan citra ini berdaya guna dalam memperkuat dan memelihara
legitimasi kekuasaan elite yang sedang mel11erintah di Aceh. Hal ini mendorong rezim

I Wawancara dengan Fakhry Ali, Pengamal Politik dan Direklur Lspeu Indonesia, tanggal 29 Juli
2009

2 Wawancara dengan Alyasa' Abu Bakar. Mantan Kepala Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh
Darussalam, di Banda Aceh, langgal 29 Mei 2008
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pasca Orde Baru di Aceh meniru kembali praktik hubungan dominasi kekuasaan yang
dilakukan rezim Orde Baru terhadap teungku dayah. Pada posisi inilah keberadaan syari'at
Islam di Aceh justeru menjadi permainan kekuasaan (the game of power/komodifikasi)
rezim terakhir, karena digunakan sebagai sumberdaya struktur untuk mendominasi
kekuasaannya terhadap agen (teungku dayah) daripada suatu hukum agama yang telah
mentradisi dan mengkultural yang memberi ruang bagi pelbagai komponen sosial untuk
berpartisipasi didalamnya.

Jika pada era Orde Baru, dominasi kekuasaan negara terhadap teungku dayah
dilakukan melalui jargon "demi pembangunan" Aceh, maka pada era pasca Orde Barn
jargonnya adalah demi "memperkuat dan mempercepat pelaksanaan syari'at Islam" di
Aceh. Atas nama demi kepentingan "sakral" ini rezim pasca Orde Baru di Aceh kemudian
mendirikan badan khusus yang diberi nama Badan Pembinaan Pendidikan Oayah (BPPO)
yang memiliki tugas memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dayah.3Melalui lembaga birokrasi
ini, elite struktural di Aceh kemudian mengatur dayah dan menggiring teungku dayah
tergantung secara ekonomi pada mereka melalui bantuan-bantuannya ke dayah, baik
berupa bantuan pembangunan fisik, insentif (gaji) bulanan teungku dayah dan para
aparatus dayah lainnya (teungku balee dan teungku rangkang/dewan guru).

Teungku dayah menerima bantuan-bantuan tersebut sebagai respon terhadap
kebutuhan mereka dalam melakukan peremajaan dayah baik dari segi bangunan fisik
maupun aspek kualitatifnya. Pada posisi ini, keberadaan teungku dayah dan elite struktural
di Aceh sekilas tampak saling membutuhkan (simbiosis mutualism). Teungku dayah butuh
bantuan dari elite struktural sebaliknya elite struktural butuh teungku dayah untuk
memperkuat citra politik pemerintahannya. Namun, karena ketergantungan teungku dayah
terhadap elite struktural sangat besar karena mereka menguasai tSumberdaya ekonomi dan
birokrasinya maka hal itu memberi peluang pada yang terakhir untuk melakukan dominasi
kekuasaannya kepada teungku dayah. Akibatnya, relasi kekuasaan yang terbangun antara
teungku dayah sebagai agen dan pemerintah sebagai struktur bersifat tidak seimbang
(asimetris). Teungku dayah menyadari dirinya didominasi namun mereka menerimanya
sebagai strategi untuk menjamin keberlangsungan bantuan-bantuan ekonomi untuk dirinya,
aparatur dayah dan dayah itu sendiri. Meskipun hal itu membuat mereka berada dibawah
kendali elite struktural dan didominasi oleh mereka (struktur).

Namun temyata resiko yang harus ditanggung teungku dayah teramat besar. Karena
operasionalisasi praktik dominasi kekuasaan rezim pasca Orde Baru tersebut, pada akhimya
mencerabut independensi teungku dayah dan melemahkan kemampuan agensi politik
mereka pada negara. Hal itu pada akhimya melemahkan pula kewibawaan agensi politik
teungku dayah di masyarakat Aceh. Akibatnya, krisis agensi politik teungku dayah di era
pasca Orde Baru ini tidak mengalami pemulihan sebagaimana dugaan banyak pihak tetapi
justeru stabil atau tetap berlanjut sebagaimana pada akhir era Orde Baru. Realitas itu
terepsentasi pada semakin melemahnya kemampuan mereka dalam mengarahkan pilihan-
pilihan politik masyarakat Aceh baik untuk mendukung diri mereka sendiri maupun elite
sosiallainnya. Kenyataan ini antara lain tercermin pada kalahnya tigur-tigur yang mereka
dukung dalam Pemilukada (Pemilihan Kepala Oaerah) Gubemur dan Bupati di Aceh.4

Realitas tersebut menegaskan bahwa, perubahan era politik dari Orde Baru ke pasca
Orde Baru tidak disertai dengan perubahan pola-pola hubungan kekuasaan antara elite yang

3 Sumber : Sekretariat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Propinsi Aceh
4 Sumber Data KIP (Komisi Independen Pemilu) Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 2006
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sedang memerintah (stnlktur) dcngan teungku dayah (agen). Oengan kata lain
sesungguhnya perubahan itu (perubahan struktur politik lokal di Aceh dari era Orde Baru
ke era pasca Orde Baru) bagi teungku dayah adalah perubahan yang tidak memberi makna
apapun bagi kewibawaan agensi politik mereka. Bahkan pola-pola dominasi kekuasaan
terhadap teungku dayah yang dilakukan oleh rezim pasca Orde Baru dibanding dengan
rezim Orde Bam mcmiliki bobot Icbih dalam, ideologis dan halus karena menggunakan
agama (syari'at Islam) sebagai instrumen legilimasi dan justifikasinya. Namun yang
menarik, krisis agensi politik lcungku dayah ini tidak serta mcrta diikuti dengan krisis pula
agcnsi mereka dalam ranah agama. Kcnyataan tersebut ditegaskan oleh Nasrullah, "Oalam
hal agama kita masih menjadikan teungku dayah sebagai panutan. Sebab dalam agama
mereka adalah tcmpat kita bertanya dan memahami ajaran-ajaran Islam yang sudah tertulis
baik dalam al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab, tetapi dalam politik tidak lagi".sPernyataan
Nasrullah tersebut relevan dengan kenyataan bahwa dalam ranah agama mereka tetap
tampil sebagai figur dominan dan berwiDawa di Aceh meskipun munculnya para sarjana
agama Islam (pak teungku) yang menawarkan konscptualisasi pemahaman ajaran Islam
secara modem yang bersifat rasional dan konsteknlal.

Hal ini terbukti pada tetap ramainya murid yang menempuh pendidikan di dayah
dan begitu pula dengan pengajian dan kunjungan masyarakat ke dayah untuk memperoleh
pelbagai penjelasan berkaitan dengan agama dari teungku dayah. Tetap terpcliharanya
kewibawaan agensi agama mereka ini terkait erat dengan tetap terjaganya profiJ
kepcmimpinan keagamaan mereka yang secara simbolik tidak tercela, seperti menjaga
sikap spiritual yang ditunjukkan melalui selalu bersorban atau ridak (kain) yang dililitkan
dipundak, memakai sarung, dzikir, istigllOsah,menjalankan thariqat (Iaku spritual tasawut),
puasa sunnah senin-kamis dan citra-citra keshalehan simbolik lainnya. Oalam konteks
konseptualisasi pengetahuan, mereka hanya mendasarkan keilmuan dan kitab-kitab kuning
(kitab gundul/tanpa baris karangan ulama-ulama yang bermazhab syafi'i) yang oleh
masyarakat Aceh dipercaya sebagai satu-satunya sumber keilmuan agama Islam.

Realitas ini menunjukkan bahwa dalam kasus elite agama yang diposisikan sebagai
sumber rujukan nilai yang telah mentradisi dan menjadi pandangan dunia (wor/dview)
masyarakatnya seperti teungku dayah di Aceh, krisis agensi dan kewibawaan mereka dalam
ranah politik akibat dari hilangnya kemampuan menjalankan tugasnya sebagai agen sosial
tidak serta merta diikuti pula dengan krisis agensi dan kewibawaannya dalam ranah agama.
Ketika kemampuan agensi mereka dalam ranah politik melemah sementara profiJ dan
keaktoran mereka sebagai pemimpin agama tetap terpelihara, masyarakat melakukan
reinterpretasi terhadap keterikatan mereka pada elite agamanya. Hasilnya, masyarakat
melepaskan diri dan keterikatan mereka pada pemimpin agamanya secara politik namun
disisi lain tetap menjaga hubungan tradisional mereka dalam ranah agama yang
memberikan kewibawaan yang tinggi pada elite agamanya. Oengan kata lain, hal ini
menunjukkan bahwa kewibawaan agensi politik dan agama teungku dayah di Aceh yang
sebelumnya bersifat menyatu (mellsaboeh/integrated) kini telah berubah menjadi terpisah
(seperated). Ketika kewibawaan agensi politik teungku dayah ini mengalami krisis maka
agen politik di Aceh yang sebelumnya tersentral pada mereka kini berubah menjadi
terpencar (fragmented) kedalam beberapa kelompok elite sosial.

SWawancara dcngan Nasrullah, Warga Simpang Kcuramat tanggal 20 Nopcmbcr 2008
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VII
Kesimpulan

Dari pelbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas, disertasi ini menemukan
bahwa hubungan kekuasaan agen dengan struktur bersifat dinamis. Hubungan kekuasaan
antara agen dan struktur itu di satu waktu bersifat dualitas, yaitu setara, saling
mempengaruhi, mengekang (constraining) dan sekaligus memungkinkan lahimya tindakan
dari agen (enabling). Namun di waktu yang lain bersifat dualisme, yaitu tidak setara (atas-
bawah) dan hanya berupa kekangan (constraint) terhadap agen. Pola hubungan kekuasaan
agen dengan struktur ini sangat ditentukan oleh kemampuan agen dalam mempengaruhi
struktur. Ketika agen mampu mempengaruhi struktur maka hubungan kekuasaan keduanya
bersifat dualitas. Sebaliknya ketika agen tidak mampu lagi mempengaruhi struktur, maka
hubungan kekuasaan keduanya berubah menjadi dualisme. Agen tidak mampu lagi
mempengaruhi struktur karena sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukannya sudah
melemah. Sumberdaya itu adalah keluasan wawasan pengetahuan dan independensi.

Wawasan pengetahuan dibutuhkan oleh agen karena hal itu merupakan sumberdaya
bagi mereka dalan1 memberikan tawaran-tawaran altematif (wacana tandingan) pada
struktur dalam lintas ruang dan waktu. Sementara independensi merupakan sumberdaya
bagi agen untuk dapat bersuara kritis dalam rangka melakukan pembelaan terhadap
kepentingan masyarakatnya. Dalam posisi melemahnya wawasan pengetahuan dan
independensi ini, struktur kemudian tidak lagi memperhitungkan agen kecuali hanya untuk
kepentingan simbolik politik. Lalu dengan kekuasaannya struktur meminggirkim agen baik
dalam peran-peran struktural, seperti birokrasi, formulasi kebijakan politik maupun
pembangunan. Kehilangan kemampuan dalam menjalankan tughsnya sebagai agen sosial
ini menyebabkan masyarakat merasakan agen tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Hal itu
menyebabkan kemampuan agensi politik agen kepada masyarakat yang sebelumnya sangat
dominan berubah menjadi krisis seperti yang terjadi pada kasus teungku dayah di Aceh.

Di era Kerajaan Aceh Darussalam, dalam situasi struktur (pemerintah/negara) yang
terbuka dan bebas teungku dayah tampil sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di Aceh.
Keberadaan teungku dayah sebagai figur yang berwawasan pengetahuan luas dan
independen membuat mereka pada era ini tidak hanya mampu mempengaruhi kebijakan
politik negara tetapi bahkan mampu mengendalikannya. Begitupula dengan pelbagai
tindakan agensi politik mereka yang diikat dengan perjuangan ideologis Islam disahuti oleh
masyarakat Aceh dengan kepatuhan dan loyalitas yang tinggi. Di era Orde Lama, dengan
memanfaatkan keterbukaan struktur di masa awal berdirinya republik ini teungku dayah
berhasil mempertahankan kewibawaan agensinya itu. Pada periode ini mereka berhasil
meng-agensi revolusi sosial, meng-NKRI-kan Aceh, meng-agensi pemberontakan dengan
pemerintah pusat untuk menuntut propinsi Aceh yang otonom dan syari'at Islam dibawah
bendera DI/TII Aceh, memenangkan Pemilu (Pemilihan Umum), menduduki posisi
struktural sebagai Gubemur, Bupati dan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Aceh.

Namun memasuki paruh akhir era Orde Baru, kemampuaan agensi politik teungku
dayah mengalami krisis di Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas wawasan pengetahuan
teungku dayah yang tidak lagi dominan seperti sebelumnya dan independensinya yang
tercerabut karena terdominasi oleh kekuasaan struktur. Akibatnya, teungku dayah tidak
mampu lagi mcnjalankan tugas dan tanggung jawab moralnya sebagai agen yaitu

I.
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mempengarnhi kebijakan politik negara dalam rangka melakukan pembelaan terhadap
kepentingan masyarakat. Ketika negara (strnktur) berada dalam posisi yang lebih dominan
dari teungku dayah ini, maka hubungan keduanya tidak lagi dualitas seperti dua era
sebelumnya tetapi berubah menjadi dualisme atau atas-bawah dimana negara berada di atas
teungku dayah. Oalam posisinya yang dominan, rezim Orde Barn kemudian meminggirkan
teungku dayah dnri keaktorannya sebagai agen pembangunan dan mempersempit rnang
politik mereka. Oalam pembangunan, pemerintah Orde Baru menggeser teungku dayah
dengan aparatur birokrasi. Sementara dalmn politik melalui jargon Islam Ibadah Yes dan
Islam Politik No, aktivitas mereka dibatasi.

Oalam posisinya yang terdominasi kekuasaan rezim Orde Baru itu, teungku dayah
lalu dimanfaatkan dan dimobilisasi oleh rezim ini sebagai alat legitimasi dan justifikasi
praktik pembangunanismenya, operasi militer dalam menumpas perlawanan GAM
(Gerakan Aceh Merdeka) dan memenangkan Golkar (Golongan Karya) di Aceh.
Akumulasi dari situasi hilangnya keuktoran sebagai agen dalam pembangunan,
independensi, kritis dan bernbahnya sikap politik yang selalu berjuang dalam partai Islam
menjadi bergabung ke partai sekuler (partai tidak berdasarkan agama/Golkar) di era Orde
Barn ini mendorong terjadinya pernbahan konsepsi masyarakat Aceh terhadap tindakan
agensi politik teungku dayah. Pernbahan itu tidak hanya terjadi pada konsepsi masyarakat
terhadap posisi keberadaan teungku dayah dari asketik menjadi materialistik tetapi juga
pada konsepsi ideologi tindakan agensi politik mereka dari tidak menggunakan Islam untuk
mencapai tujuan-tujuan politik pribadi (pe/lli/iek kell pe/!illtlllg iseulam/politik sebagai alat
perjuangan ideologis) menjadi sebaliknya menggunakan Islam untuk kepentingan-
kepentingan pribadi mereka (pellii/iek ke/l pet/jllallg pruet/politik sebagai alat perjuangan
perut atau ekonomi).

Akibatnya, tindakan agensi politik teungku dayah yang sebelumnya dimaknai
sebagai agensi sakral (akhe/lrat/eskatologis) secara perlahan berubah menjadi profan
(donya/keduniaan). Hal ini semua membuat kewibawaan tindakan agensi politik teungku
dayah pada masyarakat Aceh yang di era-era sebelumnya sangat dominan berubah menjadi
krisis. Kenyataan itu terepsentasi dari lahimya pelbagai bentuk perlawanan masyarakat
Aceh terhadap pengaruh tindakan agensi politik mereka, seperti dalam bentuk hadih maja
(sa/ire) "Tellngk/l awai pijllet-pij/let. lalee sellmellbet/t bak balee /IIha, tellllgku jinoe
teumboell-/eumboell.lalell ka ek /reml bak rienyeull r~ia", (Teungku dulu kurus-kurus, hal
itu karena asyik mengajar di surau tua. Tetapi teungku sekarang gemuk-gemuk karena
asyik naik turun tangga istana) dan sebutan-sebutan sindiran terhadap mereka yang antara
lain, "si bung", "toke" ayat (juragan ayat), "teungku avanza" dan "cina muallaf' di era
Orde Baru ini.

Perubahan struktur dari Orde Baru yang tertutup dan sekuler ke era pasca Orde Barn
yang terbuka dan serba Islam setelah dilegalisasikannya penerapan syari'at Islam temyata
tidak mernbah krisis agensi politik teungku dayah di Aceh. Hal ini terjadi karena meskipun
struktur politik sudah berubah namun hubungan kekuasaan antara teungku dayah sebagai
agen dengan negara sebagai strnktur tetap tidak mengalami perubahan. Hubungan
keduanya tetap bersifat dualisme dimana strnktur dengan penguasaan sumberdaya birokrasi
dan ekonominya tetap melakukan dominasi kekuasaannya terhadap teungku dayah
sebagaimana di era Orde Barn. Kehadiran syari'at Islam yang pada awalnya oleh banyak
pihak dipercaya sebagai sumberdaya dan fasilitas teungku dayah untuk kembali
mendominasi perpolitikan Aceh temyata meleset. Karena legalisasi syari'at Islam di Aceh
yang dad sejak awal oleh pemerintal1 pusat dimaksudkan sebagai paket politik untuk
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menyelesaikan konflik di wilayah ini, pelaksanaannya bersifat birokratis dan politis karena
dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan daerah serta justru dikomodifikasi untuk
kepentingan kekuasaan mereka.

Jika pada era Orde Baru, dominasi kekuasaan terhadap teungku dayah dilakukan
melalui jargon "demi pembangunan" Aceh, maka pada era pasca Orde Baru jargonnya
adalah demi "memperkuat dan mempercepat pelaksanaan syari'at Islam" di Aceh. Alas
nama demi kepentingan "sakral" ini rezim pasca Orde Baru di Aceh kemudian mendirikan
badan khusus yang diberi nama Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) yang
memiliki tugas memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dayah. Melalui lembaga birokrasi
dayah ini, elite struktural di Aceh "memfasilitasi" (mengatur) standarisasi kurikulum dayah
dan menggiring teungku dayah tergantung secara ekonomi pada elite struktural melalui
bantuan-bantuannya ke dayah, baik berupa bantuan pembangunan fisik, insentif (gaji)
bulanan teungku dayah dan para aparatus dayah lainnya (teungku di balee dan teungku
rangkang/dewan guru). Teungku dayah menerima bantuan-bantuan tersebut sebagai respon
terhadap kebutuhan mereka dalam melakukan peremajaan dayah baik dari segi bangunan
fisik maupun aspek kualitatifnya.

Pada posisi ini. keberadaan teungku dayah dan elite struktural di Aceh sekilas
tampak saling membutuhkan. Teungku dayah butuh bantuan dari elite struktural
(pemerintah) sebaliknya elite struktural butuh teungku dayah untuk memperkuat citra
kekuasaan politik pemerintahannya. Namun karena ketergantungan ekonomi teungku dayah
terhadap elite struktural sangat besar, maka hal itu memberi peluang pada yang terakhir
untuk melakukan dominasi kekuasaannya pada teungku dayah. Sebenamya teu'ngku dayah
menyadari dirinya didominasi oleh elite struktural namun mereka menerimanya sebagai
strategi untuk menjamin keberlangsungan bantuan-bantuan ekono'tni untuk dirinya. aparatur
dayah dan dayah itu sendiri.

Pada posisi inilah keberadaan syari'at Islam di Aceh justeru lebih bermakna
permainan atau dagangan kekuasaan (komodifikasi) karena digunakan sebagai sumberdaya
struktur untuk mendominasi kekuasaannya terhadap agen (teungku dayah) daripada suatu
hukum agama yang mentradisi dan mengkultural yang memberi ruang bagi pelbagai
komponen sosial untuk berpartisipasi didalamnya. Operasionalisasi praktik dominasi
kekuasaan rezim pasca Orde Baru pada teungku dayah ini pada gilirannya mencerabut
independensi dan menjinakkan sikap kritis mereka terhadap negara. Akibatnya, krisis
agensi politik teungku dayah di Aceh pada era pasca Orde Baru ini tidak mengalami
pemulihan sebagaimana dugaan banyak pihak tetapi justeru stabil atau mengalami
keberlanjutan. Realitas itu terepsentasi pada lahimya perlawanan masyarakat Aceh terhadap
tindakan agensi politik teungku dayah, seperti membocorkan ban mobil saat menghadiri
kampanye dan tidak bersedia memilih figur yang dikampanyekan oleh mereka dalam
Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Aceh, baik Pemilukada Gubemur maupun Bupati.

Namun krisis agensi politik teungku dayah di Aceh ini tidak diikuti dengan krisis
pula agensi mereka dalam ranah agama. Pada ranah agama mereka tetap merupakan figur
yang dominan dan berwibawa di Aceh. Realitas itu terepresentasi pada tetap ramainya
murid yang menempuh pendidikan di dayah dan begitu pula dengan pengajian dan
kunjungan masyarakat ke dayah untuk berkonsultasi tentang pelbagai hal berkaitan dengan
agama kepada mereka. Kenyataan krisisnya agensi politik teungku dayah disatu sisi namun
disisi lain tetap dominannya kemampuan agensi mereka dalam ranah agama ini
menegaskan bahwa agensi politik dan agama teungku dayah di Aceh yang sebelumnya
menyatu (meusahoeh/integrated) kini telah berubah menjadi terpisah (seperated).
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Kenyat'lan ini mencgaskan pula bahwa agen politik di Aceh yang sebelumnya tersentral
pada teungku dayah kini mcnjadi tcrpccah dan tcrpencar (fi-agmel/led)kepada beberapa
kelompok elite sosial.
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